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[bookmark: _Toc181826030]ABSTRAK
Tindak pidana jual beli narkotika diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Narkotika, bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dapat dipidana. Sepanjang tahun 2023, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah telah mengungkap 21 kasus tindak pidana jual beli narkotika dengan menangkap tersangka sebanyak 27 orang, dengan rincian 9 berkas yang ditangani Badan Narkotika Nasional Provinsi dan 12 berkas dilimpahkan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota masing-masing daerah. Pelaku tindak pidana jual beli narkotika menggunakan transaksi e-payment agar tidak mudah terdeteksi. Karena itu, penelitian ini akan fokus untuk mengetahui penggunaan alat bukti e-payment dalam tindak pidana jual beli narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan analisis hukum acara pidana tentang penggunaan alat bukti e-payment dalam tindak pidana jual beli narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, kemudian data sekunder bersumber dari undang-undang, dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian berbentuk artikel, jurnal, skripsi yang berhubungan dengan penelitian.
Hasil penelitian ini yaitu pertama, penggunaan alat bukti e-payment dalam tindak pidana jual beli narkotika mengharuskan penyidik menangani aspek digital berupa transaksi melalui layanan agent BRILink, e-wallet dan mobile banking yang digunakan pelaku menjadi jejak utama untuk menentukan identitas pelaku, waktu, lokasi kejadian serta jumlah uang transaksi dengan menggunakan strategi penyadapan untuk melacak dan mengungkap pelaku tindak pidana jual beli narkotika menggunakan alat bukti e-payment. Kedua, proses pembuktian alat bukti e-payment termasuk perluasan dari cakupan alat bukti surat serta mempunyai kekuatan hukum jika informasi dapat dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan di persidangan.

Kata Kunci: Pembuktian, Tindak Pidana, Jual Beli Narkotika, E-Payment, Badan Narkotika Nasonal Provinsi Jawa Tengah.


ABSTRACT
The criminal act of buying and selling narcotics is regulated in Article 114 of the Narcotics Law, that every person who without right or against the law offers to sell, sells, buys, receives, becomes an intermediary in buying and selling, exchanges or delivers class I narcotics can be punished. Throughout 2023, the Central Java Province National Narcotics Agency has uncovered 21 criminal cases of buying and selling narcotics by arresting 27 suspects, with details of 9 files being handled by the Provincial National Narcotics Agency and 12 files being handed over to the respective Regency/City National Narcotics Agency area. Perpetrators of the crime of buying and selling narcotics use e-payment transactions so they are not easily detected. Therefore, this research will focus on determining the use of e-payment evidence in criminal acts of buying and selling narcotics at the National Narcotics Agency of Central Java Province and analysis of criminal procedural law regarding the use of e-payment evidence in criminal acts of buying and selling narcotics at the National Narcotics Agency Central Java Province.
This research is a type of qualitative research using a statutory approach and a case approach. The primary data source in this research was obtained through interviews with investigators from the Central Java Province National Narcotics Agency, then secondary data came from laws, official documents, books, and research results in the form of articles, journals, theses related to the research.
The results of this research are first, the use of e-payment evidence in criminal acts of buying and selling narcotics requires investigators to handle digital aspects in the form of transactions through BRILink agent services, e-wallet and mobile banking used by the perpetrator as the main trace to determine the identity of the perpetrator, time and location. incidents and amounts of money transactions using wiretapping strategies to track and reveal perpetrators of criminal acts of buying and selling narcotics using e-payment evidence. Second, the process of proving e-payment evidence includes an expansion of the scope of documentary evidence and has legal force if the integrity of the information can be guaranteed and can be accounted for in court.
.
Keywords: Evidence, Crime, Narcotics Buying and Selling, E-Payment, Central Java Narcotics Agency.
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A. [bookmark: _Toc181826037]Latar Belakang
Narkotika merupakan zat atau obat terlarang yang dapat merusak tatanan kehidupan lingkungan masyarakat dan secara tidak langsung menjadi ancaman bagi keberlangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara.[footnoteRef:1] Ketentuan narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam undang-undang ini dijelaskan definisi narkotika yang tertuang di dalam Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi  [1:  Wenda Hartanto, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara,” Legislasi Indonesia 14, no. 01 (2017). hal.1-2.] 

“narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.”[footnoteRef:2] [2:  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.] 

Penggolongan narkotika dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yakni narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III. Larangan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan layanan kesehatan, dijual, diproduksi, serta berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, kecuali dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah terbatas dilakukan pengawasan secara ketat. Narkotika golongan II bisa dipakai untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pilihan terakhir untuk pengobatan serta dapat mengakibatkan kecanduan. Narkotika golongan III dapat dipakai untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pengobatan serta memiliki potensi yang ringan mengakibatkan kecanduan.[footnoteRef:3] [3:  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.] 

Penggunaan narkotika tidak semuanya dianggap sebagai suatu tindak pidana, penggunaan narkotika baru dipandang sebagai sebuah tindak pidana jika disalahgunakan atau dipergunakan tidak sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penggunaan narkotika di Indonesia sudah pada level yang mengkhawatirkan, dimana pengguna narkotika sering dikaitkan dengan hal yang negatif karena dianggap dapat mempengaruhi timbulnya tindak kejahatan yang dapat mengancam keamanan negara, mengakibatkan kecanduan bagi penggunanya, serta dapat juga mengakibatkan penggunanya meninggal dunia.[footnoteRef:4] [4:  Cahyo Fajarisman, “Penegakan Hukum Pidanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jepara)” (Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022).] 

Secara garis besar, permasalahan terkait tindak kejahatan narkotika pada pokok terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: Pertama, penyalahgunaan narkotika (drug of abuse). Kedua, perdagangan gelap narkotika (illicit traffic). Ketiga, produksi gelap narkotika (illicit drug production). Namun dalam perkembangannya, kejahatan narkotika dengan modus operasi yang semakin canggih membuat tindak pidana narkotika sulit untuk diberantas disebabkan tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang tertutup dan terorganisir, ditambah lagi para pelaku kejahatan yang semakin modern dalam menjalankan aksi kejahatan dengan memanfaatkan kemudahan teknologi, informasi dan akses jaringan. Hal inilah yang menjadi tantangan dalam mengungkap tindak pidana narkotika oleh para aparat penegak hukum yaitu Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN), serta seluruh stakeholders masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).[footnoteRef:5] [5:  Dr. Petrus R. Golose, War On Drugs Di Indonesia (Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2022).] 

Perkembangan teknologi yang semakin maju, khususnya dalam sistem pembayaran di Indonesia terdapat dua macam yaitu transaksi secara tunai (konvensional) dan transaksi secara elektronik (electronic payment). Transaksi elektronik atau biasa disebut e-payment merupakan sebuah sistem pembayaran yang dilakukan menggunakan sistem elektronik atau digital melewati jaringan kecanggihan teknologi informasi. Sistem pembayaran menggunakan e-payment ini memberikan pengaruh terhadap sistem transaksi kehidupan sehari-hari dan pengaruh terhadap ranah hukum di Indonesia. Karena sistem pembayaran e-payment dapat mempermudah pelaku tindak pidana narkotika untuk melakukan transaksi jual beli narkotika. Kemudahan e-payment dimanfaatkan para pelaku untuk menghindari transaksi konvensional serta bertujuan untuk mengelabuhi aparat penegak hukum.
Penggunaan sistem pembayaran e-payment dalam perkara tindak pidana jual beli narkotika juga memberikan dampak dan berpengaruh ketika proses pembuktian. Dimana penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah merupakan pilar awal saat proses pembuktian tindak pidana jual beli narkotika. Banyaknya model sistem pembayaran e-payment pada tindak pidana jual beli narkotika menjadikan problematika Penyidik dalam mencari pelaku serta alat-alat bukti elektronik yang digunakan untuk pembuktian di pengadilan.
Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dihadapkan dengan permasalahan fenomena yang terjadi di lapangan selama proses pembuktian dalam mencari alat bukti e-payment dalam tindak pidana jual beli narkotika. Beberapa permasalahan diantaranya seperti kedudukan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum pidana Indonesia sendiri belum punya status yang jelas, eksistensi alat bukti elektronik sebagai alat bukti masih sangat rendah, sulitnya mendapatkan menggali dan mencari alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri, kerahasiaan alat bukti elektronik dan/atau dokumen elektronik, alat bukti elektronik yang diperolehkan harus dijamin keutuhan dan kerahasiaan pesannya sampai di pengadilan, dan keaslian pesan untuk dapat dijadikan barang bukti.[footnoteRef:6] [6:  Ari Dwi Wicaksono, Peran Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Sistem Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia. (Universitas Brawijaya, 2020).] 

Melalui strategi hard power approach, upaya pemberantasan jaringan sindikat peredaran gelap jual beli narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan jajaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota di bawahnya. Sepanjang tahun 2023, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan jajaran Badan Narkotika Nasiona Kabupaten/Kota di lingkup Jawa Tengah telah mengungkap 21 kasus tindak pidana jual beli narkotika dengan menangkap tersangka sebanyak 27 orang. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan jajaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota di bawahnya telah menyita barang bukti narkotika sabu sebanyak 8.015 gram, ganja 55.453,7 gram, tembakau gorila sebanyak 121,51 gram. Dari hasil sitaan barang bukti tersebut telah dilaksanakan 3 kali kegiatan pemusnahan barang bukti dengan total 7.986,6 gram sabu dan 54.175 gram ganja telah dimusnahkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.
Kasus-kasus tindak pidana jual beli narkotika menggunakan e-payment, kebanyakan pelaku memanfaatkan transaksi pembayaran melalui akun e-wallet atau rekening dengan atas nama orang lain atau menggunakan akun bodong serta transfer melalui penyedia jasa layanan agen BRILink yang tanpa menggunakan akun agar tidak mudah terdeteksi. Karena metode pembayaran e-payment dianggap lebih aman dalam melakukan transaksi jual beli narkotika dibandingkan dengan transaksi konvensional. Selain itu, kenyataannya sekarang semakin banyak kasus jual beli narkotika menggunakan transaksi e-payment dan kasus yang berkaitan dengan pembayaran tunai hanya berlangsung ketika pihak-pihak yang terlibat memiliki hubungan kekerabatan saja, sedangkan kasus yang berkaitan dengan e-payment memiliki jaringan yang luas tanpa dibatasi dengan jarak.
Permasalahan tersebut memberikan tingkat kerumitan dalam mengungkap keberadaan pelaku serta menggali alat-alat bukti narkotika maupun alat-alat bukti elektronik dalam tindak pidana jual beli narkotika menggunakan e-payment. Maka Penyidik perlu melakukan penyelidikan dan penyidikan yang lebih rumit dalam mengungkap serta mengumpulkan alat-alat bukti tindak pidana jual beli narkotika menggunakan e-payment.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis memiliki ketertarikan dalam melakukan penelitian berbentuk skripsi yang berjudul “PENGGUNAAN ALAT BUKTI E-PAYMENT DALAM TINDAK PIDANA JUAL BELI NARKOTIKA (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah)”.
B. [bookmark: _Toc181826038]Rumusan Masalah
Berdasar pada uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah berikut ini:
1. Bagaimana penggunaan alat bukti e-payment dalam tindak pidana jual beli narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana analisis hukum acara pidana tentang penggunaan alat bukti e-payment dalam tindak pidana jual beli narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah?
C. [bookmark: _Toc181826039]Tujuan Penelitian
Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari proposal penelitian ini sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui penggunaan alat bukti e-payment dalam tindak pidana jual beli narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui hasil analisis hukum acara pidana tentang penggunaan alat bukti e-payment dalam tindak pidana jual beli narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.
D. [bookmark: _Toc181826040]Manfaat Penelitian
Penelitian ini hendaknya mampu memiliki manfaat baik secara teoretis maupun praktis, berikut ini:
1. Manfaat Teoretis
a. Penelitian ini hendaknya dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya jurusan pidana mengenai penggunaan alat bukti e-payment dalam tindak pidana jual beli narkotika.
b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi peneliti
Penelitian ini memfasilitasi peneliti untuk dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh dalam perkuliahan dan menjadi salah satu persyaratan lulus sarjana hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
b. Bagi masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pemahaman terkait pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana jual beli narkotika menggunakan transaksi e-payment, sekaligus sebagai langkah preventif dalam penggunaan alat bukti e-payment dalam tindak pidana jual beli narkotika.
c. Bagi aparat penegak hukum
Penelitian ini harapannya bermanfaat serta dapat memberikan informasi khususnya bagi para Penyidik dalam rangka melaksanakan proses pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN), khususnya tindak pidana jual beli narkotika menggunakan transaksi e-payment.
E. [bookmark: _Toc181826041]Tinjauan Pustaka
Tinjauan Pustaka merupakan kajian mengenai penelitian terdahulu yang terkait (review of related literature). Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis ditemukan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:
Penelitian pertama, terkait dengan terlibatnya unsur elektronik dalam tindak pidana pengedaran narkotika. Skripsi ini disusun Ayu Widiwati, mahasiswi program Studi Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019 yang berjudul “Tindak Pidana Pengedaran Narkotika Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”.[footnoteRef:7] Penelitian tersebut membahas tentang tindak pengedaran narkotika yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan hukum Islam dengan melibatkan media sosial sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan. Perbedaan dengan penelitian ini secara detail penelitian Ayu Widiwati lebih fokus membahas pengedaran narkotika dengan menggunakan media sosial dan belum diatur secara rinci mengenai peredaran narkotika melalui media elektronik, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada jual beli narkotika dengan menggunakan elektronik atau berbasis e-payment, kemudian perbedaannya lagi meskipun sama-sama melibatkan unsur elektronik tetapi dalam pelaksanaan tindak kejahatannya berbeda antara pengedaran dengan jual beli. [7:  Ayu Widiwati, “Tindak Pidana Pengedaran Narkotika Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019).] 

Penelitian kedua, terkait dengan pembuktian tindak pidana narkotika oleh aparat penegak hukum dalam menentukan tersangka. Skripsi ini disusun oleh Suryo Adi Nugroho, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang pada 2017 yang judlnya “Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Untuk Menentukan Tersangka”.[footnoteRef:8] Penelitian tersebut mengkaji mengenai pelaksanaan pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika merujuk pada Pasal 184 KUHAP. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian Suryo secara fokus pada pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sementara dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada pelaksaan pembuktian tindak pidana jual beli narkotika, selanjutnya dalam penelitian ini lebih berfokus pada proses pembuktian jual beli yang terjadi di dengan menggunakan elektronik atau e-payment. [8:  Suryo Adi Nugroho, “Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Untuk Menentukan Tersangka” (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017).] 

Penelitian ketiga, terkait dengan perantara tindak kejahatan jual beli narkotika dalam penegakannya di Pengadilan Negeri Jepara. Skripsi ini disusun oleh Cahyo Fajarisman, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2022 yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jepara)”.[footnoteRef:9] Penelitian tersebut membahas tentang penegakan hukum atas tindak pidana narkotika yang terjadi di Pengadilan Negeri Jepara terhadap pelaku yang menjadi perantara jual beli narkotika. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih berfokus dalam proses pembuktian terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana jual beli narkotika, kemudian dalam penelitian ini kasus tindak pidana jual beli narkotika oleh pelaku menggunakan elektronik atau e-payment, serta Penyidik sebagai aparat penegakan hukum yaitu Penyidik yang berada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. [9:  Cahyo Fajarisman, “Penegakan Hukum Pidanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jepara)." (Universitas Islam Sultan Agung, Semarang 2022).] 

Penelitian keempat, terkait penelitian yang dijadikan rujukan dikarenakan penelitiannya berkaitan dengan pembuktian jual beli narkotika berbasis e-payment. Skripsi ini disusun oleh Besty Indrasari mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2023 yang berjudul “Pembuktian Tindak Pidana Jual Beli Narkotika Berbasis E-Payment (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”.[footnoteRef:10] Penelitian tersebut membahas tentang proses pembuktian tindak pidana jual beli narkotika berbasis e-payment yang terjadi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tempat yang menjadi obyek penelitian ini berada di kawasan Jawa Tengah, serta lembaga penegak hukum yang menjadi tempat untuk menggali data-data yang berkaitan dengan jual beli narkotika berbasis e-payment terdapat di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, kemudian perbedaan waktu penelitian ini dengan penelitian tersebut, dimana dalam penelitian terebut risetnya terjadi pada kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, sedangkan dalam penelitian ini pada kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. [10:  Besty Indrasari, “Pembuktian Tindak Pidana Jual Beli Narkotika Berbasis E-Payment (Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)." (Universitas  Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2023). ] 

Penelitian selanjutnya, terkait dengan keterlibatan pelayanan jasa online yang dijadikan sebagai perantara transaksi jual beli narkotika. Skripsi ini disusun oleh Akhmad Wahyu Gunawan, mahasiswa Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia pada tahun 2022 yang berjudul “Pelindungan Hukum Terhadap Kurir Online Sebagai Perantara Transaksi Jual Beli Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”.[footnoteRef:11] Penelitian tersebut membahas tentang perlindungan hukum di Indonesia yang sebelumnya telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dimana perlindungan hukum menyangkut keterlibatan dan perlindungan terhadap kurir online yang terlibat menjadi perantara transaksi jual beli narkotika sebagai pengirim paket. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terhadap penelitian Akhmad Wahyu Gunawan adalah peneliti berfokus pada pembahasan perlindungan hukum di Indonesia terhadap kurir online yang merupakan perantara jual beli narkotika, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada proses pembuktiannya dalam tindak pidana jual beli narkotika. Walaupun dalam penelitian ini sama-sama membahas jual beli narkotika, tetapi dalam penelitian ini lebih berfokus pada jual beli narkotika menggunakan elektronik atau berbasis e-payment. [11:  Akhmad Wahyu Gunawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Online Sebagai Perantara Transaksi Jual Beli Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022).] 

F. [bookmark: _Toc181826042]Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum kualitatif yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi, yang menggunakan teknik analisis mendalam.[footnoteRef:12] Penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan menelaah berlangsungnya hukum di masyarakat. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lesan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara komprehensif dalam kehidupan bermasyarakat.[footnoteRef:13] [12:  Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 105]  [13:  Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. Metode Penelitian Hukum, ed. Tim Mataram University Press, Fatia Hijr (Mataram: Mataram University Press, 2020).] 

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dengan narasumbernya sebagai sumber informasi pertama melalui observasi dan wawancara dengan aparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.[footnoteRef:14] [14:  Iman Jalaludin Rifa’i, S.Hum. et, Metodologi Penelitian Hukum, ed. Asep Nugraha, Anik Iftit (Serang Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023).] 

2. Pendekatan Penelitian
Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dengan undang-undang.[footnoteRef:15] [15:  Marzuki. Peter Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017).] 

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan kasus adalah penafsiran atau penghalusan hukum, melainkan didalam undang-undang belum mengatur secara spesifik.[footnoteRef:16] [16:  Marzuki. Peter Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017).] 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berpegang pada norma hukum secara komprehensif kemudian penerapannya oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam penggunaan alat bukti e-payment dalam tidak pidana jual beli narkotika.[footnoteRef:17] [17:  Dr. Muhaimin, SH., Metode Penelitian Hukum.] 

3. Sumber Data Penelitian
Sumber data penelitian ini diperoleh selaras dengan  studi lapangan yang memanfaatkan beberapa sumber dan bahan pustaka sebagai rujukannya sebagai berikut:
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer merupakan data yang di diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer menjadi sumber utama yang diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data lapangan diperoleh dari wawancara langsung dengan Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, yaitu Bapak Achmad Nur Hidayat, S.H., M.H. dan Bapak M. Rifqi Ardiansyah, S.H. menjabat sebagai Penyidik BNN ahli muda bidang pemberantasan yang dilakukan pada 8 Februari 2024 di Kantor Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Kemudian wawancara dilanjutkan melalui chat lewat aplikasi WhatsApp.[footnoteRef:18] [18:  Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 106.] 

b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder merupakan penunjang dari data primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, dan hasil penelitian berbentuk laporan, disertasi, tesis, skripsi. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yang kaitannya dengan penggunaan alat bukti e-payment dalam tindak pidana jual beli narkotika, dibagi menjadi 3 bahan:
1) Bahan Hukum Primer
Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan karya ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier ialah petunjuk atau keterangan atas bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang bersumber dari majalah, kamus, surat kabar, ensiklopedia, dan yang lainnya.[footnoteRef:19] [19:  Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. Metode Penelitian Hukum, hlm 106.] 

4. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang diterapkan penulis pada penelitian ini, yakni:
a. Wawancara
Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber sebagai informan. Wawancara (interview) merupakan suatu metode pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.[footnoteRef:20] Dengan cara wawancara terhadap informan, peneliti mendapatkan sumber data dengan Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. [20:  Dr. Muhaimin, SH., Metode Penelitian Hukum, hlm 95.] 

b. Dokumentasi
Berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yang berkenaan dengan proses penelitian.
c. Studi Pustaka
Studi pustaka dilakukan melalui pembelajaran dan pengkajian beragam sumber data yang sudah terkumpul yang dapat membantu dalam penelitian ini.
5. Analisis Data
Hasil dari penelitian ini nantinya akan dianalisis menurut deskriptif-kualitatif sehingga dapat diambil kesimpulan melalui cara deduktif yaitu pemikiran yang sifatnya umum kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan yang sifatnya khusus. Hasil dari penelitian ini akan menguraikan penggunaan alat bukti e-payment dalam tindak pidana jual beli narkotika dari yang umum hingga spesifik berdasarkan penelitian dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.
G. [bookmark: _Toc181826043]Sistematika Penulisan
Penyusunan penulisan ini, peneliti akan membuat sistematika penulisan dengan tujuan agar dapat memberi gambaran secara sistematis terhadap beramacam materi bahasan yang disajikan dalam penulisan penelitian, serta tujuannya guna memberikan kemudahan dalam mempertunjukkan keterkaitan atas pemahaman antar bab secara singkat, sebagai berikut;
1. Bab pertama berisikan pendahuluan yang memuat pembahasan diantaranya uraian seputar latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.
2. Bab kedua berisikan pembahasan tinjauan umum mengenai alat bukti e-payment dalam tindak pidana jual beli narkotika. Pada bab ini nantinya membahas tinjauan umum tindak pidana narkotika yang meliputi pembahasan definisi tindak pidana narkotika, unsur-unsur tindak pidana narkotika, jenis-jenis tindak pidana narkotika. Kemudian pada bab ini membahas tinjauan umum sistem pembuktian menurut KUHAP Indonesia. Selanjutnya pada bab ini membahas tinjauan umum alat bukti, serta tinjauan umum alat bukti elektronik yang meliputi definisi bukti elektronik, dasar hukum alat bukti elektronik, dan jenis-jenis alat bukti elektronik. Terakhir pembahasan pada bab ini yait tinjauan umum pembayaran elektronik (e-payment) yang meliputi definisi sistem pembayaran, pembayaran elektronik, dan jenis sistem pembayaran elektronik.
3. Bab ketiga berisikan gambaran umum mengenai penggunaan alat bukti e-payment dalam tindak pidana jual beli narkotika di Jawa Tengah. Pembahasan pada bab ini menjelaskan instansi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yang di dalamnya membahas sejarah, profil, visi misi, kewenangan, tugas, fungsi, serta struktur organisasi. Selanjutnya membahas tentang tinjauan umum transaksi dalam tindak pidana jual beli narkotika di Jawa Tengah, yang di dalamnya membahas tindak pidana jual beli narkotika di Jawa Tengah dan bentuk transaksi jual beli narkotika di Jawa Tengah. Kemudian pembahasan yang terakhir pada bab ini yaitu kendala Penyidik dalam penggunaan alat bukti e-payment dalam tindak pidana jual beli narkotika di Jawa Tengah.
4. Bab keempat berisikan pembahasan mengenai penggunaan alat bukti e-payment dalam tindak pidana jual beli narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Pembahasan tersebut berisikan tentang penggunaan alat bukti e-payment dalam tindak pidana jual beli narkotika yang terjadi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, serta analisis hukum acara pidana tentang penggunaan alat bukti e-payment dalam tindak pidana jual beli narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.
5. [bookmark: _Toc179493505]Bab kelima berisikan penutup yang meliputi dua sub bab, yaitu kesimpulan atau garis besar atas berbagai pembahasan dari permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, dan saran dari penulis untuk penelitian kedepannya.
[bookmark: _Toc181826044]BAB II
[bookmark: _Toc181826045]TINJAUAN UMUM ALAT BUKTI E-PAYMENT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
A. [bookmark: _Toc181826046]Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika
1. [bookmark: _Toc181826047]Definisi Tindak Pidana Narkotika
Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang sering dipergunakan untuk menerjemahkan istilah strafbaar feit. Istilah strafbaar fiet merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Belanda yang diambil dari hukum pidana Belanda yang terdapat dalam Wetboek van Straftrecht (WvS).[footnoteRef:21] W.P.J. Pompe, menyatakan bahwa menurut hukum positif, tindak pidana (strafbaar feit) secara teoretis dapat diartikan sebuah pelanggaran norma atau gangguan pada ketertiban hukum secara disengaja maupun tidak disengaja, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, demi terjaganya ketertiban hukum dan terjaminnya kepetimban hukum atau [21:  Elinda Novita Dewi, Alya Nabila Adistia, and Ali Maskur, “Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Inses,” Jurnal Hukum & Hukum Islam 10, no. 3 (2023): 295–308.] 

“de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts en de behartiging van het algemeen welzijn.”[footnoteRef:22] [22:  Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. and Franciscus Theojunior Lamintang, S.I.Kom., S.H., M.H. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, ed. Ihsan dan Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 180.] 


Pengertian tindak pidana dapat disimpulkan bahwa segala tindakan yang dilarang undang-undang dimana jika perbuatan itu tetap diperbuat dengan disengaja maupun ketidaksengajaan akan menimbulkan sanksi pidana bagi pelakunya. Yang membedakan ialah bagi pandangan monistis orang yang melakukan tindak pidana telah dapat diancam pidana, sedangkan dalam pandangan dualistis belum terpenuhinya syarat pemidanaan sama sekali sebab masih harus diserta persyaratan pertanggung jawaban pidana yang melekat pada orang yang melakukan perbuatan.[footnoteRef:23] [23:  Suryo Adi Nugroho, “Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Untuk Menentukan Tersangka” (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017).] 

Narkotika adalah zat atau obat yang diperoleh dari sumber tumbuhan atau non tumbuhan yang dapat menimbulkan kecanduan pada konsumennya. Melihat definisi dari narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa 
“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”[footnoteRef:24] [24:  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.] 

Tindak pidana narkotika termasuk ke dalam kejahatan extraordinary crime, dikarenakan tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan yang terorganisir dengan jaringan yang luas hingga lintas negara serta bekerja sama dengan sangat rapi dan rahasia. Berdasarkan konvensi Palermo pada tahun 2000, tindak pidana narkotika ini mengacu pada tindakan yang menyimpang dari atau melanggar aturan hukum, mempunyai ancaman pidana yang berat dan memerlukan upaya ekstra dalam memberantas dan mencegahnya. Sehingga dapat disimpulkan secara sederhana tindak pidana narkotika merupakan serangkaian perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi atau hukuman bagi yang melanggar.[footnoteRef:25] [25:  Muhammad Aulia Ramadhani, “Analisis Fungsi Alat Bukti Elektronik Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika” (Universitas Bandar Lampung, 2023).] 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan tindak pidana narkotika diartikan setiap orang, perorangan, bandana tau korporasi melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum tentang narkotika yang diatur di dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 Ayat (1), 128 Ayat (1), dan Pasal 129 dapat dipidana.[footnoteRef:26] [26:  Suisno Suisno, “Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009,” Jurnal Independent 5, no. 2 (2017): hal 69–80.] 

Secara teoritis dapat diartikan bahwa apabila narkotika digunakan secara proporsional menurut hukum dalam kepentingan kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana narkotika, namun jika narkotika disalahpergunakan untuk maksud yang lain, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana narkotika atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana narkotika merupakan perbuatan melanggar ketentuan-ketentuan hukum tentang narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atau dalam peraturan perundang-udangan serta ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang-undang di bawahnya.[footnoteRef:27] [27:  Akhmad Wahyu Gunawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Online Sebagai Perantara Transaksi Jual Beli Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”] 

2. [bookmark: _Toc181826048]Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika
Unsur-unsur tindak pidana narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi:
a. Unsur setiap orang.
Terdapat subyek hukum, yang termasuk subyek hukum hanya orang.
b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.
Terdapat perbuatan yang dilarang, tindakan yang diperbuat berdasarkan rumusan delik. Sifatnya melawan hukum yakni;
1) Melawan hukum formal, yakni ketika perbuatan yang sebelumnya dilakukan sudah tertuang pada undang-undang.
2) Melawan hukum material, yakni ketika perbuatan yang diperbuat melanggar aturan atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat harus terdapat kesalahan, maksud kesalahan yaitu pencacian dari masyarakat ketika berbuat hal tersebut sehingga timbul keterikatan batin antara pelaku dengan peristiwa yang akan menimbulkan sebuah akibat. Kesalahan itu sendiri terdiri dari kesengajaan maupun ketidaksengajaan atau kealpaan.
c. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman
d. Unsur narkotika golongan I berbentuk tanaman, golongan I bukan tanaman, golongan II dan golongan III.
Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:
1) Narkotika golongan I merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dimanfaatkan untuk terapi, serta berpotensi sangat tinggi menyebabkan kecanduan.
2) Narkotika golongan II merupakan narkotika yang memiliki khasiat pengobatan digunakan sebagai alternatif terakhir dan dapat dimanfaatkan untuk terapi dan/atau dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.
3) Narkotika golongan III merupakan narkotika memiliki khasiat pengobatan dan banyak dimanfaatkan untuk terapi dan/atau dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta berpotensi ringan menimbulkan ketergantungan.[footnoteRef:28] [28:  Wison Nadack, “Tinjauan Umum Tentang Narkotika,” Indonesia Publishing House, 2022.] 

3. [bookmark: _Toc181826049]Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika
Jenis-jenis Narkotika digolongkan menjadi 3 jenis, yakni narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III. Narkotika golongan I, merupakan jenis narkotika yang paling berbahaya, memiliki daya adiktif yang sangat tinggi. Narkotika golongan ini biasanya digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh narkotika golongan I yakni ganja, heroin, kokain, morfin dan opium. Narkotika golongan II, merupakan jenis narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, narkotika golongan ini satu tingkat di bawah golongan I untuk tingkat bahayanya. Narkotika golongan II digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Contoh narkotika golongan II yaitu petidin, benzeditin dan betametadol. Narkotika golongan III, merupakan jenis narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, dan termasuk golongan narkotika yang paling rendah tingkat bahayanya. Narkotika golongan ini juga digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Contoh narkotika golongan III yaitu kodein dan turunannya.[footnoteRef:29] [29:  Dr. H. Irwan Jasa Taringan, S.H., M.H. Narkotika Dan Penanggulangannya, (Medan: Deepublish, 2017).] 

Secara garis besar jenis tindak pidana narkotika didasarkan pada pemahaman mengenai strafbaar feil yaitu kelakuan yang terancam pidana, sifatnya melawan hukum, berkaitan dengan pidana, dan berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat oleh orang yang dapat bertanggung jawab. Secara umum jenis tindak pidana narkotika dikenal dalam beberapa bentuk, yaitu:
a. Penyalahgunaan/melebihi dosis, merupakan penggunaan atau pemakaian narkotika secara illegal/tidak dibenarkan, hal ini disebabkan oleh banyak hal seperti stress, kehilangan percaya diri, jati diri, pergaulan, kepentingan seksual, menghilangkan frustasi dan lain-lain.
b. Pengedaran narkotika, merupakan distribusi narkotika yang terlibat jaringan narkotika baik nasional maupun internasional.
c. Jual beli narkotika, merupakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara narkotika dikarenakan motivasi komersil atau kepuasan.
d. Produksi narkotika merupakan usaha untuk membuat atau menghilangkan narkotika baik dalam negeri maupun luar negeri.[footnoteRef:30] [30:  Dr. H. Irwan Jasa Taringan, S.H., M.H. Narkotika Dan Penanggulangannya, (Medan: Deepublish, 2017).] 

Jenis-jenis tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:
a. Pasal 111. “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dapat dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun;”
b. Pasal 112. “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dapat dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun;”
c. Pasal 113. “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, dapat dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima) tahun;”
d. Pasal 114. “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;”
e. Pasal 115. “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika golongan I, dapat dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun;”
f. Pasal 116. “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain, dapat dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun;”
g. Pasal 117. “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II, dapat dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun;”
h. Pasal 118. “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II, dapat dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun;”
i. Pasal 119. “Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II, dapat dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun;”
j. Pasal 120. “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan II, dapat dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun;”
k. Pasal 121. “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain, dapat dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun;”
l. Pasal 122. “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan III, dapat dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun;”
m. Pasal 123. “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III, dapat dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun;”
n. Pasal 124. “Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan III, dapat dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun;”
o. Pasal 125. “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau menransit narkotika golongan III, dapat dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun;”
p. Pasal 126. “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain, dapat dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun;”
q. Pasal 127, “setiap penyalahgunaan narkotika golongan I, II, dan III bagi diri sendiri dengan memperhatikan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, dapat dipidana kurungan dan paling lama penjara 4 (empat) tahun;”
r. Pasal 128, “Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) yang sengaja tidak melapor dapat dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan;”
s. Pasal 129. “Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan prekursor narkotika untuk perbuatan narkotika. Selanjutnya memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Kemudian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Serta membawa, mengirim, mengangkut, atau menransit prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika, dapat dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;”
t. Pasal 130. “Setiap korporasi yang dengan sengaja melawan hukum ketentuan-ketentuan adanya tindak pidana narkotika, dapat dipidana dengan pemberatan 3 (tiga) kali;”
u. Pasal 131. “Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dapat dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;”
v. Pasal 132. “Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, pelakunya dipidana dengan pidana penjara;”
w. Pasal 133. “Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana, dapat dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;”
x. Pasal 134. “Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.”[footnoteRef:31] [31:  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.] 

B. [bookmark: _Toc181826050]Tinjauan Umum Sistem Pembuktian Menurut KUHAP Indonesia
Secara umum sistem pembuktian ialah pengaturan tentang berbagai macam alat bukti yang diperbolehkan digunakan, perincian alat bukti, dan menggunakan cara-cara bagaimana alat bukti itu digunakan juga dengan cara apa hakim harus membuat keyakinan di hadapan sidang pengadilan. Dengan kata lain bahwa, sistem pembuktian adalah tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan dalam membuktikan, cara apa alat bukti itu boleh digunakan, dan seberapa kekuatan alat-alat bukti tersebut serta standar atau kriteria yang menjadi tolok ukur pengambilan atas terbuktinya sebuah objek yang dibuktikan. Sistem pembuktian yaitu keseluruhan dari berbagai ketentuan tentang kegiatan pembuktian yang saling berkesinambungan satu dengan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan keutuhan dalam satu kesatuan.
Menurut M. Yahya Harahap mengatakan bahwa sistem pembuktian ialah ketentuan-ketentuan yang memuat batasan dan pedoman tentang cara-cara yang diperkenankan undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur tentang alat-alat bukti yang diperbolehkan dalam undang-undang dan diperkenankan untuk digunakan hakim dalam persidangan untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan khususnya dalam perkara pidana.[footnoteRef:32] Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh Alfitra bahwa sistem pembuktian adalah seluruh proses menggunakan alat-alat bukti yang sah dan dilakukan tindakan-tindakan khusus agar mengetahui fakta-fakta yuridis dalam persidangan.[footnoteRef:33] [32:  Ali Imron, SH. and Muhamad Iqbal, SH., Hukum Pembuktian. (Tangerang: Unpam Press, 2019). hlm2.]  [33:  Alfitra, S.H., M.H. Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia, ed. Andriansyah (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011).] 

Pendapat lainnya dari Sudikmo Mertokusumo mengemukakan bahwa sistem pembuktian memiliki berbagai definisi dalam arti logis, arti konvensional, dan arti yuridis. Pembuktian dalam arti logis adalah memberi kepastian yang sifatnya mutlak yang berarti tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Sedangkan dalam arti konvensional, pembuktian adalah memberikan kepastian yang bersifat nisbi yakni kepastian yang berdasar atas perasaan semata-mata atau conviction intime dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal atau conviction raisonee. Kemudian dalam arti yuridis, pembuktian ialah memberikan dasar-dasar yang cukup pada hakim untuk memberi kepastian atas kebenaran peristiwa hukum yang dikemukakan.[footnoteRef:34] [34:  M.H. Dr. H. Eddy Army, S.H., Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan, ed. S.H. Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).] 

Menurut pandangan R. Soebekti memberikan pengertian sistem pembuktian adalah kegiatan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara di sidang pengadilan baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata. Dalam perkara pidana yang dituju adalah untuk memperoleh kebenaran material, sedangkan dalam perkara perdata yang dituju adalah untuk mendapatkan kebenaran formil.[footnoteRef:35] [35:  Ali Imron, SH. and Muhamad Iqbal, SH., Hukum Pembuktian.] 

Secara umum karakteristik masing-masing sistem pembuktian dapat diketahui ciri-ciri atau hal-hal yang berkaitan sistem pembuktian tersebut, sekaligus sebagai bahan perbandingan antara sistem pembuktian yang satu dengan sistem pembuktian yang lain, dan kemudian dapat dihubungkan dengan sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia,[footnoteRef:36] sebagai berikut: [36:  M.H. Dr. Rahman Amin, S.H., Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata, ed. Dwi Novidiantoko (Sleman: Deepublish, 2020).] 

1. [bookmark: _Hlk166442183]Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (conviction in time)
Sistem pembuktian conviction in time adalah sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, dimana dalam pembuktian terhadap suatu perkara di pengadilan, hakim diberikan kewenangan yang luas untuk menjatuhkan putusan hanya berdasarkan keyakinannya sendiri tanpa memperhatikan alat-alat bukti yang disampaikan di pengadilan. Kewenangan hakim yang sedemikian luas diberikan karena hakim dianggap sebagai seorang yang mempunyai kedudukan yang istimewa atas pengetahuan atau kemahiran hukum yang dimilikinya sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.[footnoteRef:37] Kelemahan pada teori ini adalah terletak pada terlalu banyak memberi kepercayaan kepada hakim.[footnoteRef:38] Bahwa meskipun terdapat alat-alat bukti dalam persidangan, namun tidak memberikan keyakinan kepada hakim, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa. Demikian sebaliknya, meskipun tidak terdapat alat-alat bukti, namun hakim yakin bahwa terdakwa bersalah, maka hakim dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa bersalah.[footnoteRef:39] [37:  Dr. Lukman Hakim, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana.]  [38:  Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan, ed. Tarmizi, S.H. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm 71.]  [39:  Dr. Rahman Amin, S.H., Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata. Dwi Novidiantoko (Sleman: Deepublish, 2020.] 

2. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (conviction in rasionnee)
	Sistem pembuktian conviction in rasionnee, merupakan perkembangan dari sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata yang memberikan kewenangan dan kebebasan yang luas kepada hakim untuk menjatuhkan putusan hanya berdasarkan keyakinannya atas alasan yang logis. Teori ini juga disebut dengan pembuktian yang bebas atau vrije bewijsleer, dimana dalam pembuktiannya mengutamakan penilaian keyakinan hakim disertai dengan pertimbangan hakim yang logis dan masuk akal sebagai dasar untuk menghukum terdakwa. Martiman Prodjohamidjojo menjelaskan bahwa ajaran ini disandarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal (pikiran) dan hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan.[footnoteRef:40] Kesimpulannya bahwa sistem pembuktian ini telah membatasi keyakinan hakim yang tidak beralasan atau hanya berdasarkan pada perasaan hakim yang dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi hakim tersebut, sehingga dengan adanya alasan-alasan yang logis maka dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.[footnoteRef:41] [40:  Ali Imron, SH. and Muhamad Iqbal, SH., Hukum Pembuktian.]  [41:  Dr. Rahman Amin, S.H., Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata. Dwi Novidiantoko (Sleman: Deepublish, 2020.] 

3. Sistem pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif (positif wettelijk bewijstheorie)
	Sistem pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat bukti yang tercantum di dalam undang-undang secara positif (positif wettelijk bewijstheorie). Dalam sistem pembuktian ini peranan hakim hanya sebagai pelaksana undang-undang berdasarkan alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang sehingga hakim tidak mempunyai keleluasaan untuk menilai suatu perkara atas keyakinan yang timbul dari dalam dirinya.[footnoteRef:42] Kebaikan teori pembuktian ini adalah hakim berupaya membuktikan kesalahan terdakwa tanpa mendapat pengaruh hati nurani hakim sehingga betul-betul obyektif sesuai undang-undang yang berlaku. Kelemahan teori ini adalah terletak pada tidak mempercayakan ketetapan kesan-kesan pribadi seorang hakim yang bertolakbelakang dengan prinsip hukum acara pidana, karena teori pembuktian berdasarkan undang-undang positif biasanya lebih sering digunakan dalam hukum acara perdata.[footnoteRef:43] [42:  Dr. Rahman Amin, S.H., Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata. Dwi Novidiantoko (Sleman: Deepublish, 2020.]  [43:  Ali Imron, SH. and Muhamad Iqbal, SH., Hukum Pembuktian.] 

4. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheorie)
Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang lahir dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif atau negatief wettelijk bewijstheorie merupakan kritik terhadap sistem pembuktian yang hanya berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang sehingga sering kali hakim hanya berperan sebagai corong undang-undang tanpa memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan dari dalam dirinya. Bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan putusan hanya berdasarkan keyakinannya, namun perlu adanya alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam undang-undang, dan sebaliknya hakim tidak dapat menjatuhkan putusan hanya berdasarkan alat-alat bukti tanpa adanya keyakinan hakim tersebut.[footnoteRef:44] Pasal 183 KUHAP dijelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukannya.[footnoteRef:45] Sistem pembuktian negatif memerlukan adanya penggabungan antara sistem pembuktian yang hanya berdasarkan keyakinan hakim dan sistem pembuktian positif yang hanya didasarkan pada alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang.[footnoteRef:46] [44:  Dr. Rahman Amin, S.H., Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata. Dwi Novidiantoko (Sleman: Deepublish, 2020.]  [45:  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.]  [46:  Ali Imron, SH. and Muhamad Iqbal, SH., Hukum Pembuktian.] 

Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia ditinjau dari perspektif sejarah, sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, dahulu sebelum masuknya bangsa Eropa beserta hukum yang dibawanya, peradilan adat yang berlaku di masing-masing daerah pembuktian sepenuhnya diserahkan kepada hakim yang diangkat oleh masyarakat adat yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian berkembang bersamaan dengan datangnya bangsa Eropa yang menerapkan hukum dari negaranya, sehingga dalam sistem pembuktian tidak hanya diserahkan sepenuhnya kepada hakim juga mulai diatur dalam undang-undang sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Kemudian sistem pembuktian terus mengalami perubahan sesuai dengan kondisi masyarakat dan sekaligus sebagai kritik terhadap sistem pembuktian terdahulu yang dianggap tidak sesuai atau mempunyai kelemahan-kelemahan sehingga muncul sistem pembuktian baru sebagai dianggap lebih baik dari sistem pembuktian sebelumnya.
Sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana tertuang dalam Pasal 183 KUHAP, meggabungkan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam penentuan terbukti tidaknya pebutan terdakwa. Tidak ada diantara salah satunya yang paling dominan, keduanya saling berpadu. Bila sebuah perkara terbukti secara sah (alat-alat bukti dalam undang-undang), namun hakim tidak meyakini terjadinya kesalahan tersebut, maka hakim tidak bisa menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa.[footnoteRef:47] [47:  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.] 

P.A.F Lamintang mennyampaikan bahwa sistem pembuktian dalam KUHAP, dikenal dengan sebutan wettelijk atau menurut undang-undang sebab dalam pembuktian undang-undang yang dijadikan sebagai penentu jenis dan kuantitas alat bukti yang harus ada, sebab keberadaan jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum bisa menjadikan hakim harus menjatuhkan putusan pidana bagi seorang terdakwa jika jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum bisa melahirkan keyakinan pada hakim bahwa sebuah tindak pidana itu benar adanya dan bahwa terdakwa telah melakukan kesalahahn dengan berbuat tindak pidana tersebut.[footnoteRef:48] [48:  Drs. P.A.F. Lamintang and Franciscus Theojunior Lamintang, S.I.Kom., S.H., Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia.] 

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, mempunyai pokok-pokok sebagai berikut:
1. Tujuan akhir pembuktian yakni memutuskan perkara pidana, jika syarat pembuktian terpenuhi maka pidana dijatuhkan. Dengan kata lain bahwa pembuktian ditunjukkan untuk memutuskan perkara pidana, dan bukan hanya sekadar untuk penjatuhan pidana;
2. Standar/syarat megenai hasil pembuktian dalam penjatuhan pidana dengan dua syarat yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, yakni harus menunjukkan minimal dua alat bukti yang sah, dan dengan minimal dua alat bukti hakim mendapat keyakinan.[footnoteRef:49] [49:  Dr. Rahman Amin, S.H., Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata. Dwi Novidiantoko (Sleman: Deepublish, 2020.] 

Kaitannya dengan keyakinan hakim dalam pembuktian, haruslah terbentuk berdasar pada fakta-fakta hukum yang didapat dari paling tidak dua alat bukti yang sah. Adapun keyakinan hakim yang harus diperoleh dalam proses pembuktian agar bisa menjatuhkan pidana, yakni:
1. Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU, artinya fakta-fakta yang didapat dari dua alat bukti itu (suatu yang objektif) yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah terjadi. Dalam praktik disebut bahwa tindak pidana yang didakwakan JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara sah maksudnya telah menggunakan alat-alat bukti yang memenuhi syarat minimal yakni dari dua alat bukti. Keyakinan tentang tentang telah telah terbukti tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana, tetapi diperlukan pula dua keyakinan lainnya;
2. Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya, adalah juga keyakinan terhadap sesuatu yang objektif. Dua keyakinan itu dapat disebut sebagai hal yang objektif yang disubjektifkan. Keyakinan adalah sesuatu yang subjektif yang didapatkan hakim atas sesuatu yang objektif;
3. Keyakinan mengenai terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, bisa terjadi terhadap dua hal/unsur, yakni pertama hal yang sifatnya obyektif ialah tidak ditemukannya alasan pembenar berbuat tindak pidana. Dengan tanpa adanya alasan pembenar dalam diri terdakwa, maka hakim meyakini kesalahan terdakwa. Sementara keyakinan hakim tentang hal yang subjektif ialah keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa yang dibentuk berdasarkan hal dalam diri terdakwa. Artinya, saat melakukan perbuatan pidana, tidak melekat pada terdakwa alasan pemaaf (fait d'excuse). Bisa saja terdakwa benar melakukan tindak pidana dan hakim meyakini hal tersebut, namun sesudah memperoleh fakta-fakta terkait keadaan jiwa terdakwa di hadapan persidangan, keyakinan hakim tidak terbentuk terhadap kesalahan yang terdakwa lakukan yang merupakan tindak pidana.[footnoteRef:50] [50:  Dr. Rahman Amin, S.H., Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata. Dwi Novidiantoko (Sleman: Deepublish, 2020.] 

Adapun makna dilakukannya kegiatan pembuktian yang telah diatur pada Pasal 183 KUHAP ialah berguna dalam penjatuhan atau pengambilan putusan in casu menarik amar putusan oleh majelis hakim. Pembuktian terlebih dahulu dilakukan pada upaya ketercapaian derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Sehingga pembuktian tidak saja ditunjukkan pada penjatuhan pidana dengan dasar syarat minimal dua alat bukti yang harus terpenuhi perihal pembuktian untuk menjatuhkan pidana.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam perkara pidana di Indonesia adalah sistem pembuktian (negatief wettelijk bewijstheorie) yaitu sistem pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berarti hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kecuali di dukung dengan minimal dua alat bukti dan adanya keyakinan hakim di mana tujuan hukum pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materil. Sedangkan sistem pembuktian dalam perkara perdata di Indonesia menganut sistem pembuktian positif (positif wettelijk bewijstheorie) dimana hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam undang-undang, di mana tujuan hukum acara perdata adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran formil.[footnoteRef:51] [51:  Alfitra, S.H., M.H. Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia, ed. Andriansyah (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011).] 

C. [bookmark: _Toc181826051]Tinjauan Umum Alat Bukti
Alat bukti ialah segala hal yang ada kaitannya dengan sebuah perbuatan, dimana adanya alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pembuktian agar timbul keyakinan hakim atas kebenaran keberadaan tindak pidana yang sudah diperbuat terdakwa.[footnoteRef:52] Menurut R. Atang Ranomiharjo, bahwa alat-alat bukti yang sah dalam perkara pidana ialah alat-alat yang ada kaitannya dengan sebuah tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pembuktian, supaya timbul keyakinan pada hakim akan kebenaran atas keebradaan sebuah tindak pidana yang telah diperbuat oleh terdakwa.[footnoteRef:53] [52:  Alfitra, S.H., M.H. Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia, ed. Andriansyah (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011).]  [53:  M.H. Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H. and M.H. H. Abd. Asis, S.H., Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, ed. M.H. Dr. Amir Ilyas, S.H., Edisi Pert (Jakarta: Kencana, 2014).] 

Menurut Pasal 183 KUHAP, pengadilan dilarang memidana seseorang jika tidak cukup bukti, khususnya kurang dari dua alat bukti yang sah. Berkaitan dengan alat-alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan pengaturan alat-alat bukti yang sah secara limitatif terhadap alat-alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana yang terdiri dari:
1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.[footnoteRef:54] [54:  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.] 

Pengertian alat bukti tidak diatur secara tegas di dalam KUHAP. Pasal 184 KUHAP hanya mengatur tentang jenis-jenis alat bukti dalam perkara pidana. dari jenis-jenis alat bukti tersebut dapat diartikan bahwa pengertian alat bukti segala sesuatu yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang terjadi yang dapat berupa keterangan lisan dari seseorang yang mempunyai hubingan dengan tindak pidana atau saksi-saksi yang dapat memberikan keterangan tentang tindak pidana yang terjadi, maupun berasal dari benda atau barang tertulis dalam hal ini surat yang memenuhi persyaratan yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti.[footnoteRef:55] [55:  Eman Sulaiman, Nur Arifudin, and Lily Triyana, “Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Tinjau Dari Hukum Acara Perdata,” Risalah Hukum 16 (2021): 95–105, https://doi.org/10.30872/risalah.v16i2.207.] 

Kesimpulannya bahwa alat bukti merupakan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara yang dijadikan pembuktian perkara pidana.[footnoteRef:56] Alat bukti meliputi segala keterangan atau materi yang berwujud maupun tidak berwujud yang relevan dengan suatu perbuatan atau peristiwa tertentu, dan dapat digunakan di pengadilan sebagai pembuktian terhadap pihak yang dituduh. [56:  Alfitra, S.H., Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia.] 

D. [bookmark: _Toc181826052]Tinjauan Umum Alat Bukti Elektronik
1. [bookmark: _Toc181826053]Definisi Alat Bukti Elektronik
Alat bukti elektronik adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi kriteria khusus agar dapat diterima dalam persidangan. Dibolehkannya alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana secara umum terdapat 2 (dua) pengaturan umum yang mengatur mengenai alat bukti elektronik, baik pengaturan secara internasional maupun pengaturan secara nasional. Pengaturan pertama, mengenai masalah definisi bukti elektronik terdapat di dalam The Council of Europe Convention on Cybercrime atau dikenal dengan Budapest Convention merumuskan bukti elektronik menjadi bukti yang bisa dikumpulkan dengan cara elektronik dari sebuah tindak pidana. Sedangkan pengaturan yang kedua mengenai asmissibility atau penerimaan bukti elektronik di pengadilan menurut Information technology-Security technology-Guidelinesfor Indentification, Collection, Acquaisition, and Preservation of Digital Evidence yang telah dijadikan Standar Nasional Indonesia (SNI) mendefinisikan digital evidence atau bukti elektronik dengan informasi atau data, dikirim maupun disimpan berbentuk biner (binary form) yang diandalkan sebagai bukti.
Penjelasan mengenai informasi elektronik dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa 
“Informasi elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”[footnoteRef:57] [57:  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, n.d.] 

Penjelasan mengenai dokumen elektronik terdapat dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, menjelaskan tentang dokumen elektronik yaitu 
“setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”[footnoteRef:58]  [58:  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.] 

Prinsip informasi elektronik bisa dibedakan namun tidak dapat dipisahkan menggunakan dokumen elektronik. Informasi elektronik merupakan data dan/atau kumpulan data dalam beragam bentuk, sementara dokumen elektronik merupakan tempat dari informasi elektronik. Dari bentuk yang ada, karakteristik alat bukti elektronik ini memiliki perbedaan dengan alat bukti fisik sesuai yang sudah diterangkan dalam KUHAP. Alat bukti yang disebutkan dalam KUHAP bentuknya jelas seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dengan karakteristik sulit diubah, atau mudah dilihat dan didengar. Sementara bukti elektronik berkarakteristik khas yakni tidak tampak, sangat rapuh sebab mudah berubah, mudah rusak sebab sensitif terhadap waktu, dan mudah dihancurkan atau mudah direkayasa. Alat bukti elektronik juga bisa dengan mudanya berpindah, serta jika akan melihat atau membacanya memerlukan bantuan alat, baik itu alat yang berupa perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software).[footnoteRef:59] [59:  Dr. H. Eddy Army, S.H., Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan.] 

Pengertian alat bukti elektronik dapat disimpulkan bahwa data tersimpan yang ditransmisikan melalui suatu perangkat elektronik, jaringan atau sistem komunikasi. Jadi data-data yang disimpan itulah yang dibutuhkan sebagai pembuktian bahwa terjadi tindak pidana, yang kebenaran akan pembuktiannya diuji dalam persidangan.
2. [bookmark: _Toc181826054]Dasar Hukum Ketentuan Alat Bukti Elektronik
Hukum acara Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan dengan diaturnya alat bukti elektronik berupa dokumen elektronik dan informasi elektronik sebagai alat bukti. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:
“(1) Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah; (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia; (3) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini; (3) Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektroni sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku untuk: a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”[footnoteRef:60] [60:  Muhammad Aulia Ramadhani, “Analisis Fungsi Alat Bukti Elektronik Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika.”] 

Dasar hukum alat bukti elektronik bisa dipakai menjadi barang bukti dan atau alat bukti di persidangan ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, pemerintah telah melakukan beberapa pengesahan peraturan perundang-undangan terkait bukti elektronik menjadi salah satu bukti yang sah.[footnoteRef:61] [61:  Muhammad Aulia Ramadhani. “Analisis Fungsi Alat Bukti Elektronik Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika.”] 

Adapun aturan alat bukti elektronik yang telah diakui oleh undang-undang sebelumnya, sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang;
c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002;
d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
f. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. 
g. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
h. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.[footnoteRef:62] [62:  Syaibatul Hamdi, Suhaimi, and Mujibussalim, “Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana,” Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 4 (2013): hlm. 25–31.] 

Alat bukti elektronik juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berbagai undang-undang tindak pidana khusus lainnya (lex specialis) terhadap ketentuan yang diatur dalam KUHAP.[footnoteRef:63] Dalam tindak pidana narkotika tertuang di dalam Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain yang dimaksud dalam KUHAP. Ayat (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa: [63:  Dr. Rahman Amin, S.H., Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata.] 

a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
b. Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertulis di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
1) Tulisan, suara, dan/atau gambar;
2) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
3) Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.[footnoteRef:64] [64:  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.] 

Kesimpulannya bahwa dari beberapa macam aturan yang dijadikan sebagai pijakan dasar hukum bukti elektronik beserta turunannya, secara sederhana bukti elektronik merupakan segala sesuatu yang berasal dari informasi elektronik dan menjadi dokumen elektronik yang dapat digunakan untuk kepentingan persidangan. Dengan menggunakan alat bukti petunjuk diharapkan hakim mendapatkan keyakinannya dalam memutuskan perkara di persidangan dengan menghubungkan keterangan saksi, surat, serta keterangan terdakwa untuk memperoleh persesuaian.
3. [bookmark: _Toc181826055]Jenis-Jenis Alat Bukti Elektronik
Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dinyatakan bahwa 
“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda; angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”[footnoteRef:65] [65:  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.] 

Menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, menyebutkan:
“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”[footnoteRef:66] [66:  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.] 

Berdasarkan definisi di atas dapat dirumuskan yang menjadi jenis-jenis dokumen elektronik, sebagai berikut:[footnoteRef:67] [67:  Muhammad Iqbal Tarigan, “Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Di Indonesia,” Jurnal Ius Civile 5, no. 2 (2021): 112–22.] 

a. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik;
b. Data elektronik ialah seluruh fakta yang digambarkan sebagai input baik dalam bentuk untaian kata (teks), gerak (sensor), suara (voices), gambar pencitraan (images), ataupun angka (numerik);
c. Tulisan ialah hasil menulis, sesuatu yang ditulis atau karangan seperti buku-buku serta gambaran;
d. Suara ialah bunyi yang keluar dari mulut manusia, bunyi binatang, ucapan (perkataan), bunyi bahasa (bunyi ujar), sesuatu yang dianggap sebagai perkataan;
e. Gambar merupakan tiruan barang yang dibuat menggunakan coretan alat tulis di atas kertas dan sebagainya seperti lukisan;
f. Peta ialah gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung dan sebagainya, representasi melalui gambar dari suatu daerah yang menyatakan sifat, seperti batas daerah, sifat permukaan;
g. Rancangan ialah segala hal yang telah dirancang atau hasil merancang seperti program, desain;
h. Foto ialah potret, gambaran, bayangan, pantulan;
i. Elektronic Data Interchange (EDI) ialah suatu alat yang bisa digunakan sebagai alat pertukaran data dimana bisa untuk mentransmisikan dokumen-dokumen secara elektronik misalnya dokumen pemesanan/pembelian, catatan pengangkutan barang, invoice, penerimaan advice dan koresponden bisnis standar lainnya di lingkungan paramitra dagang;
j. Surat elektronik (electronic mail) ialah media saling bertukar pesan antar komputer di internet, umumnta ditulis dalam bentuk teks bebas daripada dalam format tertentu;
k. Telegram ialah berita yang dikirim mnenggunakan telegram;
l. Telecopy atau fax ialah salah satu bentuk transmisi elektronik yang sesuai dengan standar faksimili yang dibuat oleh International Telegraph and Telephone Consultative Committee;
m. Huruf ialah tanda aksara dalam tata tulis yang termasuk anggota abjad yang melambangkan bunyi bahasa atau aksara;
n. Tanda ialah yang menjadi alamat atau yang menyesuaikan suatu hal, bukti, gejala, lambang, pengenal;
o. Angka ialah tanda atau lambang yang menjadi pengganti bilangan, nilai, dan nomor;
p. Kode akses ialah angka, huruf, simbol, karakter sejenisnya atau perpaduan di antaranya yang merupakan kunci untuk membuka akses komputer dan/atau sistem elektronik lainnya;
q. Simbol adalah lambang;
r. Perforasi ialah penyususnan lubang pada kertas, kartu dan sebagainya.[footnoteRef:68] [68:   Muhammad Iqbal Tarigan, “Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Di Indonesia,” Jurnal Ius Civile 5, no. 2 (2021): 112–22.] 

Perkembangan teknologi pada saat ini, telah memberikan nuansa baru di bidang pembuktian di persidangan, sehingga alat bukti yang diajukan di persidangan sekarang ini, tidak terbatas pada alat bukti fisik yang telah diatur dalam KUHAP, namun juga telah membolehkan penggunaan alat bukti berupa dokumen digital ataupun dalam bukti lainnya berbentuk tulisan-tulisan di media sosial dan sebagainya.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengklasifikasikan beberapa jenis bukti elektronik, yang mana penggolongan tersebut merujuk pada Scientific Working Group on Digital Evidence tahun 1999. Berikut ini jenis-jenis bukti elektronik:
a. E-mail (surat elektronik);
b. File Word Processor/Spreadsheet;
c. Source Code perangkat lunak;
d. File berbentuk Image (jpg, png, dan lain-lain);
e.  Web Browser Bookmarks, Cookies;
f. Kalender.[footnoteRef:69] [69:  Dr. H. Eddy Army, S.H., Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan.] 

Muhammad Neil El Himam menggolongkan bukti elektronik tersebut dengan menyatakan bahwa bukti elektronik bisa mengambil sumber pada:
a. Komputer, yang meliputi:
1) E-mail;
2) Dokumen elektronik;
3) Gambar digital;
4) Log chat;
5) Spreadsheets;
6) Software illegal dan materi hak kekayaan intelektual lainnya.
b. Hard Disk, yang meliputi:
1) Files, baik yang aktif, dihapus ataupun berbentuk fragmen;
2) Slack File;
3) Swap File;
4) Metadata File;
5) Informasi Sistem, yang terdiri atas Registry, Log, dan Data Konfigurasi.
c. Sumber lainnya yang meliputi:
1) Telepon Seluler, yakni berbentuk SMS, nomor panggilan, panggilan masuk, alamat e-mail, nomor call forwarding, nomor kartu kredit/debit.
2) Smart Phones, yang meliputi segala hal yang berada pada telepon seluler ditambah kontak, gambar, eta, dokumen, password, dan sebagainya.
3) Kamera Digital, yang memuat foto, video, dan informasi lainnya yang memungkinkan tersimpan dalam memory card.[footnoteRef:70] [70:  Dr Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum. Hukum Transaksi Elektronik (Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia), ed. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. (Bandung: Nusa Media, 2018).] 

Association of Chief Police (CPO), dalam Good Practice, Guide for Computer Based Electronic Evidence, mengkatagorikan jenis-jenis bukti elektronik yakni:
a. Computers;
b. Nerwork;
c. Video atau Closed Circuit Television (CCTV);
d. Mobile phone.[footnoteRef:71] [71:  Dr. H. Eddy Army, S.H., Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan. (Jakarta; Sinar Grafika,2020)] 

Menurut sifat alamiahnya bukti elektronik sangat tidak konsisten, maka tidak dapat langsung dijadikan alat bukti untuk proses persidangan, sehingga dibutuhkan standar agar barang bukti elektronik dan barang bukti digital dapat sebagai alat bukti di persidangan. Maka dari itu klasifikasi barang bukti dibagi menjadi 2 yaitu:
a. Barang bukti elektronik, yaitu seperti:
1) komputer, PC, laptop, notebook, netbook, tablet;
2) Handphone, smartphone;
3) Flshdisk, harddisk;
4) Kamera video, cctv;
5) Kamera digital;
6) Router, switch, hub;
7) Digital recorder.
b. Barang bukti digital, yaitu seperti:
1) SMS (short message service);
2) E-Mail;
3) MMS (multimedia message service);
4) User ID dan Password;
5) Catatan panggilan (call logs);
6) Image file;
7) Video file;
8) Audio file;
9) Office file;
10) File rahasia (steganography file);
11) Internet browser.[footnoteRef:72] [72:  Dr. H. Eddy Army, S.H., Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan. (Jakarta; Sinar Grafika,2020).] 

E. [bookmark: _Toc181826056]Tinjauan Umum Pembayaran Elektronik (E-Payment)
1. [bookmark: _Toc181826057]Definisi Sistem Pembayaran
Definisi sistem pembayaran akan lebih mudah apabila kita mengupas terlebih dahulu mengenai terminologi. Sebelum melangkah lebih jauh, sistem pembayaran terdiri atas dua kata yakni “sistem” dan “pembayaran”. Kata “sistem” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud, atau bisa juga diartikan sebagai cara atau metode yang teratur untuk melakukan sesuatu.
Kata “pembayaran” lazim diartikan sebagai perpindahan nilai antara dua belah pihak. Secara sederhana, kedua belah pihak dimaksud adalah pihak pembeli dan pihak penjual. Jadi pada saat bersamaan terjadi perpindahan barang dan jasa. Dengan pengertian ini, maka dalam setiap kegiatan ekonomi dimana terjadi perpindahan barang atau jasa, pasti dengan melibatkan proses pembayaran. Sehingga, dapat dipahami bahwa sistem pembayaran merupakan kerja yang teratur dari berbagai bagian dalam rangka perpindahan nilai di antara pihak yang melakukan transaksi.[footnoteRef:73] [73:  Mizana Ramadhan Alhaq, “Pembayaran Dengan Media Elektronik Money (E-Money) Dalam Hukum Perbankan Di Indonesia” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).] 

Sistem pembayaran secara tegas dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa sitem pembayaran sebagai satu kesatuan yang utuh dari seperangkat aturan, mekanisme, lembaga, dalam pelaksanaan pemindahan dana sebagai pemenuhan kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi.[footnoteRef:74] Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lainnya. Hal ini juga melibatkan berbagai lembaga, seperti bank sentral, bank umum, bank komersial, dan lembaga keuangan lainnya sebagai penyelenggara dan pengguna sistem pembayaran. [74:  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.] 

2. [bookmark: _Toc181826058]Definisi Pembayaran E-Payment
Pembayaran elektronik atau electronic payment bermula dari perkembangan electronic commerce (e-commerce) yang merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain yang terdapat di dalam media elektronik atau media digital yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak. 
Electronic payment (e-payment) adalah suatu sistem yang menyediakan alat-alat untuk pembayaran jasa atau barang-barang yang di lakukan secara online melalui media elektronik atau media digital. E-payment biasanya di gunakan oleh penjual untuk menjual barang kepada pembeli secara online atau suatu perusahaan dengan menjalin kerja sama dari sejumlah lembaga perbankan. Seiring berkembangnya e-payment yang di gunakan sesuai kebutuhan masyarakat maupun perusahaan, maka berkembanglah beberapa macam bentuk sistem pembayaran e-payment seperti E-Wallet, E-Cash, electronic cheque, Link, smartcard.[footnoteRef:75] [75:  Aditya Nugroho, “Regulasi Terkait Pembayaran Elektronik Di Indonesia,” Mercu Buana Jakarta 3, no. 1 (2018): 1–12.] 

Menurut K. Ayo dan Ukpere, mendefinisikan pembayaran elektronik sebagai sistem pembayaran dengan media elektronik yang dilihat dari proses otomatis moneter yaitu pertukaran nilai antar pihak dalam transaksi bisnis dan transmisi nilai informasi melalui jaringan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan begitu pembayaran elektronik merupakan pembayaran melalui media elektronik atau pelayanan daring. Dengan adanya transaksi pembayaran secara daring merupakan salah satu terobosan dalam sistem pembayaran melalui e-paymnet agar terciptanya sistem yang efisien.[footnoteRef:76] [76:  Muhammad Irkham Firdaus et al., “Implementation of Fiqh Muamalah Contracts in Electronic Money (E-Money) Transactions,” Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah 10, no. 1 (2023): 13–23.] 

Pembayaran elektronik (e-payment) merupakan sistem pembayaran yang menggunakan fasilitas internet sebagai sarana perantara pertukaran uang. Saat ini banyak startup atau perusahaan penyedia pembayaran elektronik yang memfasilitasi pihak penjual dan pembeli dengan memberikan jaminan keamanan transaksi e-payment. Untuk menjamin keamanan transaksi tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan regulasi Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik.[footnoteRef:77] [77:  Nugroho, “Regulasi Terkait Pembayaran Elektronik Di Indonesia.”] 

3. [bookmark: _Toc181826059]Jenis-Jenis Sistem Pembayaran E-Payment
Perkembangan e-payment yang pesat membuat beberapa kalangan untuk mengembangkan jenis-jenis baru yang mampu membantu kelancaran proses transaksi e-payment. Akhirnya muncul jenis-jenis sistem baru sistem pembayaran secara elektronik atau electronic payment, sebagai berikut:[footnoteRef:78] [78:  Dr Abdul Halim Barkatullah, S.H., Hukum Transaksi Elektronik (Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia).] 

a. E-Banking
1) Internet Banking, merupakan layanan perbankan yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi melalui situs web resmi bank.
2) Mobile Banking, merupakan layanan perbankan yang dilakukan melalui aplikasi mobile yang disediakan oleh bank.
3) Anjungan Tunai Mandiri (ATM), merupakan mesin yang memungkinkan nasabah untuk menarik uang tunai, transfer dana, dan melakukan transaksi perbankan lainnya.
b. E-Wallet (Dompet Digital)
Aplikasi yang memungkinkan pengguna menyimpan uang secara digital dan melakukan pembayaran melalui ponsel. Contoh: GoPay, OVO, Dana, dan LinkAja.
c. Kartu Pembayaran
1) Kartu Kredit, merupakan kartu yang memungkinkan pemegangnya untuk melakukan pembelian dengan hutang yang harus dibayar kemudian.
2) Kartu Debit, merupakan kartu yang memungkinkan pemegangnya untuk melakukan pembelian dengan dana yang langsung didebit dari rekening bank mereka.
3) Prepaid Card, merupakan kartu yang diisi dengan sejumlah uang terlebih dahulu dan digunakan untuk transaksi sampai saldo habis.
d. E-Commerce Transactions
Pembelian barang dan jasa secara online melalui platform e-commerce. Seperti Amazon, Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee.
e. Direct Deposit and Direct Debit
1) Direct Deposit, merupakan transfer elektronik langsung ke rekening bank penerima, biasanya digunakan untuk gaji dan tunjangan.
2) Direct Debit, merupakan penarikan dana otomatis dari rekening bank untuk pembayaran berulang seperti langganan dan pinjaman.
f. Mobile Payments
Pembayaran yang dilakukan melalui perangkat mobile menggunakan teknologi NFC (Near Field Communication) atau QR code. Seperti Apple Pay, Google Wallet, dan Samsung Pay.
g. Cryptocurrency
Mata uang digital yang menggunakan kriptografi untuk keamanan dan beroperasi secara independen dari bank sentral. Seperti Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin.
h. Online Payment Gateways
Layanan yang memproses transaksi kartu kredit dan debit secara online untuk pedagang e-commerce. Seperti PayPal, Stripe, dan Authorize.Net.
i. Peer-to-Peer (P2P) Payment Systems
Platform yang memungkinkan transfer uang langsung antara individu tanpa perantara bank. Seperti Venmo dan Zelle.
j. Bill Payment Services
Layanan yang memungkinkan pelanggan untuk membayar tagihan utilitas, kartu kredit, dan lainnya secara online. Seperti KlikBCA, PayPal Bill Pay.
k. Electronic Fund Transfer (EFT)
Transfer uang antara rekening bank melalui sistem elektronik tanpa keterlibatan fisik uang tunai. Seperti wire transfer, ACH (Automated Clearing House).
l. Point of Sale (POS) Systems
Sistem yang digunakan di tempat penjualan untuk memproses transaksi secara elektronik menggunakan kartu pembayaran atau mobile payments.[footnoteRef:79] [79:  Dr Abdul Halim Barkatullah, S.H. Dr Abdul Halim Barkatullah, S.H.] 




[bookmark: _Toc179493525]
[bookmark: _Toc181826060]BAB III
[bookmark: _Toc179493526][bookmark: _Toc181826061]PENGGUNAAN ALAT BUKTI E-PAYMENT DALAM TINDAK PIDANA JUAL BELI NARKOTIKA DI JAWA TENGAH
A. [bookmark: _Toc181826062]Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah
Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, mengatur kelembagaan Badan Narkotika Nasional dari lembaga non struktural menjadi struktural sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, Badan Narkotika Nasional mempunyai perwakilan ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal.[footnoteRef:80] [80:  Dr. Petrus R. Golose, War On Drugs Di Indonesia.] 

Ketentuan di dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional ditingkat Provinsi mempunyai tugas melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di wilayah Provinsi dengan berbagai kegiatan melalui bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, bidang pemberantasan dan bidang rehabilitasi. Melalui ketiga bidang tersebut Badan Narkotika Nasional ditingkat Provinsi bersinergi dengan seluruh elemen/komponen bangsa untuk melakukan perlawanan terhadap tindak kejahatan narkotika.[footnoteRef:81] [81:  Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Akselerasi War On Drugs Tak Kenal Lelah Pantang Menyerah, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, 2023.] 

Program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) secara konsisten melalui bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat melakukan kegiatan diseminasi informasi P4GN dan advokasi, pemberdayaan peran serta masyarakat dan penyelenggaraan pemberdayaan alternatif. Sementara di bidang rehabilitasi melakukan penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah, penguatan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat dan pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika serta pasca rehabilitasi penyalahgunaan narkotika.
Bidang pemberantasan melakukan pelaksanaan intelijen berbasis teknologi, penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika alami, penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sintetis, penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan prekursor, pelaksanaan penindakan dan pengejaran dan pengawasan dan perawatan tahanan, barang bukti, dan penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika serta pengelolaan aset.
Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu unit kerja eselon II mandiri yang berada di wilayah Jawa Tengah, yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran tersebut diperuntukkan untuk mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.[footnoteRef:82] [82:  “Laporan Kerja Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah 2023” https://jateng.bnn.go.id/konten/unggahan/2024/01/LKIP_Jateng_2023.pdf (diakses pada hari Senin 03 Juni 2024 pukul 23:27)] 

1. [bookmark: _Toc181826063]Sejarah dan Profil Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah
Sejarah penanggulangan bahaya narkotika dan kelembagaannya di Indonesia diawali tahun 1971 ketika terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 terhadap Kepala Badan Koordinasi Inteligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) persoalan nasional yang utama, yakni penanggulangan penyalahgunaan narkotika, pemberantasan uang palsu, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.[footnoteRef:83] [83:  “Sejarah Badan Narkotika Nasinal Provinsi Jawa Tengah” https://jateng.bnn.go.id/sejarah/ (diakses pada hari Selasa 04 Juni 2024 pukul 02:32).] 

Menurut inpres tersebut Kepala BAKIN menyusun bakolak inpres tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya ialah menanggulangi bahaya narkotika. Bakolak inpres merupakan suatu badan koordinasi kecil yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Luar Negeri, Departemen Sosial, Kejaksaan Agung, dan lainnya, yang kedudukannya dibawah komando dan bertanggungjawab terhadap Kepala BAKIN. Badan ini tidak memiliki kewenangan operasional dan tidak memperoleh alokasi anggaran dari ABPN namun diberikan atas dasar kebijakan internal.
Pemerintah orde baru menganggap bahwa permasalahan narkotika di Indonesia tidak mungkin berkembang sebab bangsa Indonesia ialah bangsa yang berlandasan Pancasila dan agamis. Paradigma ini ternyata menjadikan pemerintah lengah akan ancaman bahaya narkotika, sehingga ketika persoalan narkotika bermunculan berbarengan dengan krisis mata uang regional saat pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak memiliki kesigapan dalam menghadapinya, beda halnya dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang semenjak tahun 1970 dengan konsisten dan kontinu memberantas bahaya narkotika.[footnoteRef:84] [84:  “Sejarah Badan Narkotika Nasinal Provinsi Jawa Tengah” https://jateng.bnn.go.id/sejarah/ (diakses pada hari Selasa 04 Juni 2024 pukul 02:32).] 

Menghadapi permasalahan narkotika yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Menurut kedua undang-undang tersebut, Pemerintah mendirikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), menggunakan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN merupakan sebuah badan koordinasi penanggulangan narkotika yang anggotanya berjumlah 25 instansi pemerintah terhubung yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara ex-officio.[footnoteRef:85] [85:  “Sejarah Badan Narkotika Nasinal Provinsi Jawa Tengah” https://jateng.bnn.go.id/sejarah/ (diakses pada hari Selasa 04 Juni 2024 pukul 02:32).] 

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkotika yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, BKNN diubah dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN sebagai suatu lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yaitu mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan narkotika.
BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya tapi karena tidak adanya struktur kelembagaan yang memiliki kejelasan jalur komando dan sifatnya hanya koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dianggap tidak bisa bekerja maksimal dan tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan narkotika yang semakin meningkat dan serius. Oleh karenanya diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang berwenang dalam operasional melalui kewenangan anggota BNN terikat dalam satuan tugas, dimana BNN, BNP dan BNK menjadi mitra kerja di tingkatan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masing-masing bertanggung jawab pada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota.
Merespons perkembangan permasalahan narkotika yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 melalui sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Tahun 2002 telah mengirim rekomendasi terhadap DPR dan Presiden untuk menyusun perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karenanya, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, BNN diberi wewenang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.[footnoteRef:86] [86:  “Profil Badan Narkotika Nasional” https://bnn.go.id/profil/ (diakses pada hari Selasa 04 Juni 2024 pukul 01:44).] 

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional, yang tercantum di dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. BNN merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang memiliki tugas untuk menjalankan tugas pemerintahan dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yakni psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan untuk alkohol dan tembakau.
BNN memiliki pimpinan yakni seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan melalui perantara koordinasi terlebih dahulu kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Saat ini, BNN telah memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi, sedangkan ditingkat kabupaten dan kota memiliki 100 BNK/Kota. Dengan dibentuknya perwakilan BNN di tiap daerah memberikan ruang gerak yang lebih leluasa dan strategis bagi BNN dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika (P4GN).
BNN merupakan lembaga yang didirikan atas dasar Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK). Maka dibentuklah Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai kewenangan operasional melalui kewenangan anggota BNN kaitannya dalam satuan tugas dimana BNN menjadi mitra kerja di tingkatan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota yang masing-masing bertanggung jawab pada Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah terletak di Jl. Madukoro Blok BB, Tawangmas, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50144.[footnoteRef:87] [87:  “Sejarah Badan Narkotika Nasinal Provinsi Jawa Tengah” https://jateng.bnn.go.id/sejarah/ (diakses pada hari Selasa 04 Juni 2024 pukul 02:32).] 
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Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah
Dr. H. Agus Rohmat, S.I.K., S.H., M.Hum.

Visi
“Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkotika dalam rangka Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.
Misi
a. Memberantas peredaran gelap dan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara profesional;
b. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi dan pemberdayaan ketahanan masyarakat terhadap kejahatan Narkotika;
c. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan.[footnoteRef:88] [88:  “Visi Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah” https://jateng.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn/ (diakses pada hari Rabu 05 Juni 2024 pukul 22:53).] 

2. [bookmark: _Toc181826064]Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah
a. Kedudukan
Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah adalah instansi vertikal untuk menjalankan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang letaknya di Semarang, dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.[footnoteRef:89] [89:  “Kedudukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah di dalam LKIP 2023” https://jateng.bnn.go.id/konten/unggahan/2024/01/LKIP_Jateng_2023.pdf (diakses pada hari Rabu 05 Juni 2024 pukul 23:14).] 

b. Tugas
Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:
1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
2) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
3) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
4) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
6) Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
7) Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika;
8) Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
9)  Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika; dan
10) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.[footnoteRef:90] [90:  “Tugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah” https://jateng.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/ (diakses pada hari Rabu 05 Juni 2024 pukul 23:45).] 

c. Fungsi
Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan fungsinya, sebagai berikut:
1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi;
2) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
3) Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
4) Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;
5) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi;
6) Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNNP;
7) Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNNP;
8) Pelayanan administrasi BNNP.[footnoteRef:91] [91:  “Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah” https://jateng.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/ (diakses pada hari Kamis 06 Juni 2024 pukul 00:27).] 

d. Kewenangan
Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai wewenang Badan Narkotika Nasional dalam menjalankan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Lanjut dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/04/V/2010/BNN Tahun 2010, kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu menjalankan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika.[footnoteRef:92] Kewenangan melaksanakan tugas tersebut dijalankan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, ditentukan tugas dan wewenang yang dilalui berkaitan proses penyidikan yakni: [92:  “Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah di dalam LKIP 2023” https://jateng.bnn.go.id/konten/unggahan/2024/01/LKIP_Jateng_2023.pdf (diakses pada hari Kamis 06 Juni 2024 pukul 01:16).] 

1) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
2) Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.[footnoteRef:93] [93:  “Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah di dalam LKIP 2023” https://jateng.bnn.go.id/konten/unggahan/2024/01/LKIP_Jateng_2023.pdf (diakses pada hari Kamis 06 Juni 2024 pukul 01:16).] 

Proses penyidikan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam menangani perkara tindak pidana narkotika mempunyai kekhususan dimana proses penyidikannya tidak hanya tertulis dalam KUHAP, tetapi juga di dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan mengenai kewenangan berkaitan dengan penyidikan, sebagai berikut:
1) Melakukan penyidikan atas kebenaran laporan terjadinya penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
2) Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
3) Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
4) Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
5) Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
6) Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
7) Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
8) Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
9) Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
10) Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
11) Memusnahkan narkotika dan prekursor narkotika;
12) Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
13) Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
14) Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
15) Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
16) Melakukan penyegelan terhadap narkotika dan prekursor narkotika yang disita;
17) Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika;
18) Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
19) Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.[footnoteRef:94] [94:  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.] 

3. [bookmark: _Toc181826065]Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah
Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagai berikut:[footnoteRef:95] [95:  “Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah di dalam LKIP 2023” https://jateng.bnn.go.id/konten/unggahan/2024/01/LKIP_Jateng_2023.pdf (diakses pada hari Kamis 06 Juni 2024 pukul 23:47).] 

a. Kepala;
b. Bagian Umum;
c. Bidang Pemberantasan dan Intelijen; dan
d. [image: ]Kelompok Jabatan Fungsional.
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)Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/175/II/KA/KP.07.00//2022/BNN tanggal 15 Februari 2022 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, struktur peta jabatan di dalam Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:[footnoteRef:96] [96:  “Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah” https://jateng.bnn.go.id/struktur-organisasi/ (diakses pada hari Jum’at 07 Juni 2024 pukul 01:41).] 


 (
Gambar 3.
3
 Struktur Jabatan BNN Provinsi Jawa Tengah
)[image: ]
B. [bookmark: _Toc181826066]Tinjauan Umum Transaksi dalam Tindak Pidana Jual Beli Narkotika di Jawa Tengah
1. [bookmark: _Toc181826067]Tindak Pidana Jual Beli Narkotika di Jawa tengah
Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia bukan termasuk permasalahan baru yang dihadapi oleh bangsa ini. Penyalahgunaan narkotika masih banyak terjadi bahkan dengan modus dan pola pemakaian maupun pola peredaran yang terus berkembang. Penyalahgunaan narkotika juga menjadi permasalahan yang serius karena telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat dari orang tua hingga anak-anak. Perkotaan dan pedesaan, tempat ramai dan instansi pendidikan menjadi sasaran para bandar dan pengedar narkotika untuk mengedarkan produknya. Dapat dikatakan sangat sulit menemukan satu daerah di Indonesia yang tidak rentan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Ancaman kejahatan narkotika terus membayangi kehidupan masyarakat sehingga menyebabkan kekhawatiran terhadap keamanan dan keselamatan masa depan’ bangsa.
Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Jawa yang merupakan pulau terpadat di Indonesia karena dihuni oleh 60% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Provinsi Jawa Tengah yang beribukota di Kota Semarang ini berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat, Samudera Hindia, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Laut Jawa. Selain itu Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan dan Kepulauan Karimun Jawa. Dengan jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah kurang lebiih 36.516.035 jiwa dan dengan kepadatan 1.113,00 jiwa/km². Maka dapat dikatakan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah termasuk salah satu Provinsi dengan kepadatan penduduk paling padat di Indonesia.[footnoteRef:97] [97:  Hasil Wawancara dengan Bapak M. Rifqi Ardiansyah, S.H., Selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Sebagai Informan pada hari Rabu, 22 Mei 2024.] 

Secara administratif Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Sebaran penduduk umumnya terkonsentrasi di pusat-pusat kota, baik kabupaten ataupun kota. Kawasan pemukiman yang cukup padat berada di daerah Semarang, Salatiga, Solo, Tegal, Brebes, Slawi, serta kota-kota lainnya di Jawa Tengah. Sedangkan secara geografis, Jawa Tengah merupakan jalur perlintasan dengan adanya jalur pantura dan jalur selatan, serta dibangunnya tol Trans Jawa menjadikan Jawa Tengah menjadi jalur perlintasan yang sering dilalui masyarakat dari arah barat ke timur maupun sebaliknya.[footnoteRef:98] [98:  Hasil Wawancara dengan Bapak M. Rifqi Ardiansyah, S.H., Selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Sebagai Informan pada hari Rabu, 22 Mei 2024.] 
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Kepadatan jumlah penduduk dan letak geografis yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah sangat memungkinkan terjadinya peredaran gelap jual beli narkotika di wilayah Jawa Tengah. Terlebih lagi Provinsi Jawa Tengah diimpit oleh 2 kota besar yaitu Surabaya sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Timur dan Yogyakarta sebagai Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi pusat perekonomian dan aktivitas warga khususnya para pelajar mahasiswa yang datang dari berbagai wilayah. Hal inilah yang harus mendapatkan perhatian sangat serius baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun kepedulian masyarakatnya. Perlu adanya komitmen bersama dalam perang melawan tindak kejahatan narkotika. Sebagaimana slogan yang saat ini dicanangkan oleh Badan Narkotika Nasional yaitu “War on Drugs”. Selain itu perlu adanya upaya yang bersinergi antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah selaku instansi yang diberikan kewenangan khusus dalam penanganan tindak kejahatan narkotika dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan seluruh stakeholder yang terlibat serta seluruh masyarakat.[footnoteRef:99] [99:  Hasil Wawancara dengan Bapak M. Rifqi Ardiansyah, S.H., Selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Sebagai Informan pada hari Rabu, 22 Mei 2024.] 

Peredaran gelap jual beli narkotika yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisir (Organized Crime) ternyata terus meningkat sehingga perlu diperlukan berbagai macam upaya guna memberi perlindungan pada  masyarakat dari ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi diberikan kewenangan terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatakan bahwa dalam menjalankan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi memiliki kewenangan menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkotika dan prekursor narkotika. Penyidik BNN diatur lebih lanjut dalam Pasal 72 undang-undang tersebut yaitu:
“(1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh Penyidik BNN; (2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.”[footnoteRef:100] [100:  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.] 

Wewenang penyidikan narkotika seperti yang diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak diberikan Penyidik BNN saja, namun juga pada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagaimana diatur dalam Pasal 81, yang menegaskan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN memiliki kewenangan menjalankan penyidikan atas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasar undang-undang ini.[footnoteRef:101] Penyidik Polri dalam mengupayakan pemberantasan narkotika juga berkewenangan menyidik seeperti kewenangan menyidik oleh Penyidik BNN. [101:  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.] 

BNN dan Polri memiliki kewenangan yang setara, dan saling bekerja sama satu dengan lainnya dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dengan demikian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah memiliki wewenang dalam menjalankan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana narkotika sesuai cara-cara yang diatur dalam hukum pidana materiil dan/atau formil yang harus diikuti dalam proses penanganan perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Jawa Tengah.
Angka penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Jawa Tengah cukup tinggi. Hal ini sebagaimana data yang diperoleh dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah sebagai berikut:[footnoteRef:102] [102:  Dr. Petrus R. Golose, War On Drugs Di Indonesia.] 


[bookmark: _Toc179552313]Tabel 3.1 Data Kasus Tindak Pidana Narkotika Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah
	NO
	WILAYAH
	2020
	2021
	2022

	
	
	KASUS
	TERSANGKA
	KASUS
	TERSANGKA
	KASUS
	TERSANGKA

	1
	DITRESNARKOBA
	235
	266
	201
	237
	206
	233

	2
	RESTBES SEMARANG
	291
	369
	255
	345
	205
	260

	3
	RESTA SURAKARTA
	116
	137
	138
	150
	139
	169

	4
	RESTA BANYUMAS
	55
	75
	37
	49
	77
	91

	5
	RES SALATIGA
	31
	33
	42
	47
	45
	47

	6
	RES DEMAK
	48
	53
	27
	35
	44
	48

	7
	RES KENDAL
	26
	36
	52
	84
	37
	45

	8
	RES SEMARANG
	40
	66
	74
	88
	49
	71

	9
	RES CILACAP
	46
	69
	51
	68
	49
	56

	10
	RES PURBALINGGA
	19
	20
	21
	32
	36
	51

	11
	RES BANJAR NEGARA
	15
	20
	18
	20
	23
	27

	12
	RES PEKALONGAN KOTA
	54
	65
	55
	61
	64
	74

	13
	RES PEKALONGAN
	30
	30
	28
	31
	28
	33

	14
	RES TEGAL KOTA
	25
	25
	28
	28
	37
	37

	15
	RES TEGAL
	21
	31
	21
	25
	18
	26

	16
	RES BATANG
	42
	65
	60
	101
	60
	91

	17
	RES PEMALANG
	27
	28
	21
	24
	28
	35

	18
	RES BREBES
	23
	30
	27
	35
	29
	41

	19
	RES PATI
	36
	47
	33
	46
	39
	56

	20
	RES KUDUS
	22
	23
	23
	29
	20
	27

	21
	RES JEPARA
	28
	32
	36
	40
	47
	56

	22
	RES REMBANG
	13
	17
	17
	21
	16
	19

	23
	RES BLORA
	14
	22
	13
	17
	14
	17

	24
	RES GROBOGAN
	22
	29
	24
	28
	32
	38

	25
	RES SUKOHARJO
	40
	56
	35
	46
	38
	57

	26
	RES KLATEN
	49
	63
	63
	75
	59
	75

	27
	RES BOYOLALI
	33
	44
	34
	53
	44
	56

	28
	RES SRAGEN
	42
	50
	43
	53
	50
	64

	29
	RES KARANGANYAR
	40
	62
	33
	52
	42
	56

	30
	RES WONOGIRI
	24
	26
	44
	45
	25
	26

	31
	RES MAGELANG KOTA
	33
	37
	39
	43
	26
	9

	32
	RES MAGELANG
	22
	26
	39
	47
	44
	58

	33
	RES WONOSOBO
	18
	18
	21
	21
	23
	24

	34
	RES TEMANGGUNG
	19
	21
	20
	25
	27
	30

	35
	RES KEBUMEN
	23
	27
	35
	40
	28
	32

	36
	RES PURWOKERTO
	14
	14
	17
	17
	17
	17

	 
	JUMLAH
	1636
	2032
	1725
	2158
	1765
	2173


Sumber: Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah yang diambil dari LKIP BNNP Jawa Tengah 2023
Jumlah data kasus tindak pidana narkotika yang bersumber dari Ditresnarkoba Polda Jateng di atas menunjukkan bahwa angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika cukup tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah kasus dan jumlah tersangka.
Jalur masuk narkotika ke wilayah Jawa Tengah meliputi jalur darat, laut dan udara. Pengiriman narkotika melalui jalur darat dibawa menggunakan mobil, bus, truk, dan kereta. Jalur darat meliputi jalur pantura dan jalur pantai selatan dari arah barat berasal dari Jakarta dan Sumatera dengan tujuan Kota Semarang, Jepara, Solo, Surabaya. Pembangunan tol Trans Jawa memudahkan distribusi narkotika melalui jalur darat. Pada jalur udara menggunakan sarana pesawat umum dengan tujuan Bandara Ahmad Yani Semarang dan Adi Soemarmo Boyolali Solo yang berasal dari Jakarta, Medan dan Malaysia. Serta dengan menggunakan jalur laut melalui Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berasal dari Cina, Pontianak, Sulawesi Selatan dan pelabuhan-pelabuhan tikus seperti Jepara.[footnoteRef:103] [103:  Hasil Wawancara dengan Bapak M. Rifqi Ardiansyah, S.H., Selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Sebagai Informan pada hari Rabu, 22 Mei 2024.] 

Jenis narkotika yang banyak beredar di Jawa Tengah saat ini adalah sabu, ganja, tembakau gorila (ganja sintetis), ekstasi, obat-obatan yang disalahgunakan, dan psikotropika. Tren baru jenis narkotika yang saat ini mulai ramai beredar di Jawa Tengah adalah jenis ganja sintetis (tembakau gorila) dan obat-obatan. Walaupun harga tembakau gorila lebih mahal dibandingkan ganja namun efek yang ditimbulkan 2 kali lipat efek ganja, oleh karena itu peredarannya marak di kalangan anak-anak muda dan sopir truk yang melintas melalui jalur pantura maupun jalur selatan. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab tingginya angka peredaran narkotika di Provinsi Jawa Tengah, karena bandar dan pengedar akan terus berupaya memasarkan barang dagangannya ke masyarakat karena keuntungan yang menjanjikan.[footnoteRef:104] [104:  Hasil Wawancara dengan Bapak M. Rifqi Ardiansyah, S.H., Selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Sebagai Informan pada hari Rabu, 22 Mei 2024.] 

Data jumlah berkas perkara kasus tindak pidana narkotika yang masuk di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah periode Januari sampai dengan Desember 2023, terdapat 21 berkas perkara tindak pidana narkotika dengan rincian 9 berkas yang ditangani Badan Narkotika Nasional Provinsi dan 12 berkas dilimpahkan kepada masing-masing Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota terkait untuk ditangani.[footnoteRef:105] [105:  Hasil Wawancara dengan Bapak Achmad Nur Hidayat, S.H., M.H., Selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Sebagai Informan pada hari Kamis, 08 Februari 2024.] 


[bookmark: _Toc179552314]Tabel 3.2 Data Kasus Tindak Pidana Jual Beli Narkotika di BNN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
	NO
	SATKER BNNP/BNNK
	LKN
	BERKAS
	TERSANGKA
	STATUS
	BULAN P21

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	BNNP JAWA TENGAH
	LKN /0005- NAR/II/2023/B NNP Jawa Tengah
	Berkas 1
	AGUS PRIYO SANTOSO Alias Agoes Lt Alias LONTONG Bin SUNGKON O
	P21
	Feb 2023
	Mei 2023
	

	
	
	LKN /0007- NAR/III/2023/B NNP Jawa Tengah
	Berkas 1
	AZKA SHALIH AKBAR Bin MOCHAMM AD SADJAD
	P21
	Mar 2023
	Mei 2023
	

	
	
	LKN /0010- NAR/V/2023/B NNP Jawa Tengah
	Berkas 1
	ALBERTUS TOMMY BUDIONO Alias TOMNS Anak dari BUDIONO HADISUTIK NO
	P21
	Mei 2023
	Agu 2023
	

	
	
	
	Berkas 2
	HARI KUSUMA PUTRA Bin (Alm) RIDWAN
	P21
	Mei 2023
	Agu 2023
	

	
	
	LKN /0013- NAR/VII/2023/ BNNP Jawa Tengah
	Berkas 1
	LUSI NANDIA WARDANI Binti JFX. SAMUDSI (Alm
	P21
	Jul 2023 
	Sep 2023
	

	
	
	
	Berkas 2
	DONY CATUR RIANTO Bin MOCH YASIN
	P21
	Jul 2023
	 Sep 2023
	

	
	
	LKN /0014- NAR/VII/2023/ BNNP Jawa Tengah
	Berkas 1
	MARHAEN DRA CAHYA PRADITYA HERENZA Bin HERU PRASETYO
	P21
	Agu 2023
	Nov 2023
	

	
	
	LKN /0015- NAR/VIII/2023/ BNNP Jawa Tengah
	Berkas 1
	RESNA NOVIANTO Bin (Alm) JAMIN
	P21
	Agu 2023
	Nov 2023
	

	
	
	
	Berkas 2
	ZAINAL ABIDIN Bin M. YAHYA
	P21
	Agu 2023
	Nov 2023
	

	
	
	LKN /0018- NAR/XI/2023/B NNP Jawa Tengah
	Berkas 1
	ANDRI NUGROHO Bin SUMARNO
	Proses Penyidikan
	Nov 2023
	- 
	

	
	
	LKN /0019- NAR/XI/2023/B NNP Jawa Tengah
	Berkas 1
	ANGGIT DWI ANGGRAIT O Bin SUPARDI
	Proses Penyidikan
	Des 2023
	- 
	

	
	
	
	Berkas 2
	ARI TRI WIBOWO Als ARI DOM Bin SRI HARTOYO
	Proses Penyidikan
	Des 2023
	- 
	

	2
	BNN KABUPATEN KENDAL
	LKN /0009- NAR/V/2023/B NN Kab. Kendal
	Berkas 1
	BERNARD KRISTIAN YULES EDUARD Alias LONDO Bin MARI YULES KAREL EDUARD DG
	P21
	Mei 2023
	Jul 2023
	

	3
	BNN KABUPATEN BATANG
	LKN /0002- NAR/I/2023/BN N Kab.Batang
	Berkas 1
	UNTUNG BUDI SANTOSO Alias UNTAG Bin (Alm) SUDARMO
	P21
	Jan 2023
	Mar 2023
	

	
	
	
	Berkas 2
	JECKY ZAM ZAMI Alias KOMISI Bin (Alm) H. ABDUL FATAH ZAM ZAMI
	P21
	Jan 2023
	Mar 2023
	

	4
	BNN KABUPATEN PURBALINGGA
	LKN /0008- NAR/V/2023/B NN Kab. Purbalingga
	Berkas 1
	GUNANJAR ARIFIN Alias IGUN Bin TUGITO
	P21
	Mei 2023
	Juni 2023
	

	5
	BNN KABUPATEN BANYUMAS
	LKN/0006- NAR/III/2023/B NN Kab. Banyuma
	Berkas 1
	RIDHO DEXAL ITSNAN Bin HERU PRABOWO
	Diversi
	Mar 2023
	- 
	

	
	
	
	Berkas 2
	JULIAN RIDHO ISHFAHAN Y Bin AGUS YULIANTO
	Diversi
	Mar 2023
	- 
	

	
	
	LKN/0016- NAR/X/2023/B NN Kab. Banyumas
	Berkas 1
	ACH MAHFUD Bin SUPA'I
	P21
	Okt 2023
	Okt 2023
	

	
	
	LKN/0017- NAR/XI/2023/B NN Kab. Banyumas
	Berkas 1
	IQBAL MUNAFI MA'ARIF Bin SAMSUL MA'ARIF
	Proses Penyidikan
	Nov 2023
	- 
	

	6
	BNN KABUPATEN CILACAP
	LKN/0012- NAR/VI/2023/B NN Kab. Cilacap
	Berkas 1
	SUGIARTO Alias JHON Bin (Alm) SUBARI
	P21
	Jun 2023
	Okt 2023
	

	7
	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG
	LKN/0011- NAR/V/2023/B NN Kab. Temanggung
	Berkas 1
	SEKAR NINGRUM KUSUMA MURTI Binti WISNU HANDANA KUSUMA
	P21
	Mei 2023
	Agu 2023
	

	
	
	
	Berkas 2
	ARIP WIDODO Bin (Akm) SUHERI
	P21
	Mei 2023
	Agu 2023
	

	8
	BNN KOTA TEGAL
	LKN /0003- NAR/II/2023/B NN Kota Tegal
	Berkas 1
	SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUEK Bin IMAN ARIFIN
	P21
	Feb 2023
	Mei 2023
	

	9
	BNN KOTA SURAKARTA
	LKN /0004- NAR/II/2023/B NN Kota Surakarta
	Berkas 1
	INDRA GUNAWAN Als WW anak dari TAN EENG
	P21
	Feb 2023
	Mar 2023
	

	10
	BNN KABUPATEN MAGELANG
	LKN /0001- NAR/I/2023/BN N Kab. Magelang
	Berkas 1
	WIJAYA Bin ISKANDAR EFEND
	P21
	Jan 2023
	Mei 2023
	

	
	
	
	Berkas 2
	ANDRI WIDODO Bin BAMBANG
	P21
	Jan 2023
	Mei 2023
	


Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BNNP Jawa Tengah Tahun 2023
Ket: P21 (berkas perkara telah lengkap setelah dilakukan penyidikan); Diversi (Pengalihan dalam penyelesaian perkara pidana)

Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan jajaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota di lingkup Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2023, telah terjadi 21 kasus tindak jual beli pidana narkotika yang subyeknya adalah setiap orang tanpa hak dan melawan hukum terbukti memproduksi, mengimpor/mengekspor, menjual, membeli, perantara narkotika, peredaran gelap narkotika, pengangkutan, penyalahgunaan narkotika, pemufakatan jahat, transito narkotika dan kejahatan yang terorganisir narkotika dan prekursor narkotika dengan tersangka sebanyak 27 orang. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan jajaran di bawahnya telah menyita barang bukti narkotika sabu sebanyak 8.015 gram, ganja 55.453,7 gram, tembakau gorila sebanyak 121,51 gram. Dari hasil sitaan barang bukti tersebut telah dilaksanakan 3 kali kegiatan pemusnahan barang bukti dengan total 7.986,6 gram sabu dan 54.175 gram ganja telah dimusnahkan.[footnoteRef:106] [106:  Hasil Wawancara dengan Bapak Achmad Nur Hidayat, S.H., M.H., Selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Sebagai Informan pada hari Kamis, 08 Februari 2024.] 

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan jajaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota di lingkup Jawa Tengah menangani 21 kasus tindak pidana jual beli narkotika dengan rincian 9 berkas perkara ditangani Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan 12 berkas perkara lainnya ditangani masing-masing Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Dengan rincian 3 berkas perkara ditangani BNNK Banyumas dan 1 berkas perkara masing-masing ditangani BNNK Batang, BNNK Kendal, BNNK Jepara, BNNK Purbalingga, BNNK Cilacap, BNNK Temanggung, BNNK Tegal, BNNK Surakarta, dan BNNK Magelang.
2. [bookmark: _Toc181826068]Bentuk Transaksi Jual Beli Narkotika di Jawa Tengah
Perkembangan transaksi elektronik atau e-payment memberikan pengaruh terhadap ranah penyelidikan dan penyidikan hukum di Indonesia. Pelaku tindak pidana jual beli narkotika dalam bertransaksi memanfaatkan kemudahan transaksi e-payment untuk menghindari transaksi konvensional serta bertujuan untuk mengelabuhi aparat penegak hukum.
Modus operasi tindak pidana jual beli narkotika yang ditangani oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, sepanjang tahun 2023 telah terjadi 9 kasus tindak pidana jual beli narkotika dengan menggunakan transaksi secara konvensional maupun transaksi secara e-payment, sebagai berikut:[footnoteRef:107] [107:  Hasil Wawancara dengan Bapak Achmad Nur Hidayat, S.H., M.H., Selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Sebagai Informan pada hari Kamis, 08 Februari 2024.] 


 (
Tabel 3.
3
 
Bnetuk 
Transaksi Jual Beli Narkotika di
 Jawa Tengah
)
Berdasarkan data di atas, dari 9 kasus tindak pidana jual beli narkotika yang ditangani Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, telah menyita barang bukti berupa narkotika jenis ganja sebanyak 3.705 gram dan narkotika jenis sabu sebanyak 1.211 gram. Dimana dari kasus-kasus tindak pidana jual beli narkotika yang terjadi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah tersebut kebanyakan pelaku menggunakan metode pembayaran e-payment dari pada menggunakan pembayaran secara konvensional.[footnoteRef:108] [108:  Hasil Wawancara dengan Bapak Achmad Nur Hidayat, S.H., M.H., Selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Sebagai Informan pada hari Kamis, 08 Februari 2024.] 

Transaksi jual beli narkotika dengan menggunakan e-payment merupakan kejahatan yang terorganisir dipadukan dengan kemajuan teknologi. Proses transaksi jual beli narkotika dengan e-payment biasanya bertujuan untuk menyembunyikan identitas pelaku dan menyulitkan Penyidik dalam melacak sumber dan tujuan dana yang terlibat.
Motif pelaku dalam transaksi jual beli narkotika yang terjadi di Jawa Tengah, sebagai berikut;
a. Pelaku menggunkanan jasa Agen BRILink
BRILink merupakan layanan yang dikembangkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk memperluaskan akses layanan perbankan, terutama di daerah-daerah yang tidak memiliki kantor cabang atau mesin ATM. BRILink memudahkan masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi perbankan melalui agen yang bekerja sama dengan BRI, tanpa harus datang ke kantor cabang maupun mesin ATM. Beberapa layanan yang disediakan oleh agen BRILink seperti transfer uang antar bank, setor tunai, tarik tunai, serta pembayaran lainnya tanpa harus membuka rekening baru.[footnoteRef:109] [109:  “Pengertian Agen BRILink” https://brilink.bri.co.id/index.php (diakses pada hari Senin, 30 September 2024 pukul 00:09).] 
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)[image: ]Pelaku tindak pidana jual beli narkotika menggunakan transaksi melalui layanan agen BRILink memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi tanpa harus membuka rekening baru, kemudahan akses banyak dijumpai di daerah-daerah terpencil tanpa harus datang ke kantor bank atau mesin ATM, dan operasional agen BRILink yang sering buka di luar jam kerja kantor. Pelaku menggunakan BRILink sebagai perantara untuk melakukan pembayaran atau menerima uang dalam transaksi jual beli narkotika.[footnoteRef:110] [110:  Hasil Wawancara dengan Pelaku yang tidak mau disebutkan namanya. Sebagai narasumber pada hari Senin, 16 Desember 2024.] 

b. Pelaku menggunakan M-Banking (Mobile Banking)
Mobile banking atau m-banking merupakan layanan perbankan yang memungkinkan nasabah untuk mengakses dan melakukan transaksi melalui perangkat digital atau handphone. Dengan aplikasi m-banking dapat melakukan aktivitas perbankan seperti pengecekan saldo, mutasi rekening, transfer dana, layanan pembelian barang, serta pembayaran lainnya tanpa datang ke kantor bank atau menggunakan mesin ATM.[footnoteRef:111] [111:  “Pengertian Mobile Banking” https://universalbpr.co.id/blog/mobile-banking-adalah/ (diakses pada hari Minggu, 29 September 2024 pukul 23:05).] 

[image: ]
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Pelaku memanfaatkan kemudahan pembuatan akun dan fleksibilitasnya yang memudahkan transaksi dimanapun berada. Pelaku tindak pidana jual beli narkotika menyamarkan transaksi dengan label transaksi yang tidak mencurigakan atau membuat akun M-Banking dengan identitas palsu yang tidak terkait langsung dengan identitas asli pelaku. Akun bodong tersebut bisa didaftarkan dengan meminjam atau menggunakan identitas nama orang lain atau dengan membeli akun yang dijual belikan secara online.[footnoteRef:112] [112:  Hasil Wawancara dengan Pelaku yang tidak mau disebutkan namanya. Sebagai narasumber pada hari Senin, 16 Desember 2024.] 

c. Pelaku menggunakan E-Wallet (Dompet Digital)
[image: ] (
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)E-wallet atau dompet digital merupakan aplikasi atau platform berbasis digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang secara elektronik dan melakukan transaksi tanpa memerlukan uang tunai sehingga transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan lebih efisien. Dengan menggunakan e-wallet, pengguna bisa melakukan pembayaran, transfer uang, pembelian dengan cepat dan mudah melalui perangkat digital atau handphone.[footnoteRef:113] [113:  “Pengertian E-Wallet” https://k8s-staging.flip.id/blog/apa-itu-e-wallet (diakses pada hari Minggu, 29 September 2024 pukul 22:40)] 


Pelaku tindak pidana jual beli narkotika memanfaatkan kemudahan transaksi menggunakan e-wallet karena fleksibilitas dan kecepatan bertransaksi yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa harus bertatap muka, pelaku menggunakan e-wallet bagi yang tidak memiliki rekening bank, dan kemudahan aksebilitas dalam pembuatan akun e-wallet seperti di OVO yang tidak terverifikasi secara penuh sangat memudahkan pelaku dalam membuat akun-akun palsu atau anonim. Pelaku menggunakan beberapa akun palsu yang digunakan saling bergantian, serta dengan keterlibatan orang ketiga yang bersedia membantu sebagai perantara transaksi jual beli narkotika agar tidak mudah terdeteksi.[footnoteRef:114] [114:  Hasil Wawancara dengan Pelaku yang tidak mau disebutkan namanya. Sebagai narasumber pada hari Senin, 16 Desember 2024.] 

Pelaku tindak pidana jual beli narkotika menggunakan transaksi e-payment karena menganggap lebih aman dalam melakukan transaksi jual beli narkotika dibandingkan dengan transaksi konvensional. Selain itu, kenyataannya sekarang hampir semua pelaku kasus jual beli narkotika menggunakan sistem pembayaran e-payment dan kasus yang berkaitan dengan pembayaran tunai hanya terjadi apabila pihak-pihak yang terlibat memiliki kedekatan hubungan saja. Hal tersebut, tentunya mengakibatkan Penyidik perlu melakukan pemeriksaan yang lebih rumit dan memakan waktu yang lama dalam mengungkap tersangka, serta mencari dan mengumpulkan bukti-bukti elektronik ketimbang kasus dengan pembayaran secara konvensional.[footnoteRef:115] [115:  Hasil Wawancara dengan Bapak Achmad Nur Hidayat, S.H., M.H., Selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Sebagai Informan pada hari Kamis, 08 Februari 2024.] 

Perkembangan teknologi yang semakin maju memberikan dampak yang signifikan terhadap Penyidik dalam pemberantasan tindak pidana jual beli narkotika di Jawa Tengah. Perkembangan sistem pembayaran ini menimbulkan sistem pembayaran terbaru yaitu transaksi e-payment selain sistem konvensional juga memberikan pengaruh terhadap proses pembuktian di dalam tindak pidana jual beli narkotika dengan menggunakan e-payment. Karena e-payment dapat mempermudah pelaku tindak pidana narkotika untuk bertransaksi dalam jual beli narkotika, kecanggihan teknologi dimanfaatkan para pelaku untuk menghindari transaksi konvensional melainkan dengan menggunakan kemudahan transaksi elektronik, serta guna mengelabuhi aparat penegak hukum dalam melaksanakan transaksi jual beli narkotika.
C. [bookmark: _Toc181826069]Kendala Penyidik dalam Penggunaan Alat Bukti E-payment dalam Tindak Pidana Jual Beli Narkotika di Jawa Tengah
Tindak pidana jual beli narkotika termasuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang membahayakan dunia dan dapat dijadikan senjata dalam proxy war dalam melemahkan kekuasaan negara. Oleh karenanya, kejahatan ini harus dimusnahkan dan diberikan penanganan serius dan komperehensif. Menghadapi kondisi tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah bersama seluruh komponen bangsa secara serius telah melaksanakan berbagai kinerja nyata di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dalam rangka perang melawan tindak kejahatan narkotika sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan masyarakat Indonesia bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika khususnya di Provinsi Jawa Tengah.
keberhasilan kinerja di bidang P4GN yang telah dilaksanakan apakah efektif, efisien dan terarah perlu adanya pengukuran. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 evaluasi kinerja dan efektivitas program P4GN. Upaya-upaya yang dilakukan secara holistik dan terintegratif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan. Upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika terkadang menemui tantangan serta kendala yang dihadapi selama proses pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.[footnoteRef:116] [116:  Hasil Wawancara dengan Bapak Achmad Nur Hidayat, S.H., M.H., Selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Sebagai Informan pada hari Kamis, 08 Februari 2024.] 

Tantangan yang dihadapi Penyidik bidang pemberantasan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam menegakkan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), tersebut diantaranya, isu kualitas dan kuantitas SDM perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), beberapa tantangan melibatkan keterampilan khusus, teknologi, dan kekurangan SDM sesuai kualifikasi. Jabatan struktural/fungsional/pelaksana yang kosong menghambat operasional. Selanjutnya, Sarana dan prasarana seperti peralatan forensik dan teknologi perlu ditingkatkan. Selain itu, ketersediaan IT yang kurang memadai memerlukan upgrade.[footnoteRef:117] [117:  Hasil Wawancara dengan Bapak Achmad Nur Hidayat, S.H., M.H., Selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Sebagai Informan pada hari Kamis, 08 Februari 2024.] 

Berikut tantangan bidang pemberantasan terhadap penyidikan tindak pidana narkotika oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:
1. Kualitas dan kuantitas SDM masih perlu ditingkatkan melalui Pendidikan dan pelatihan (diklat)
Sumber daya manusia (SDM) merupakan aspek kunci dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana narkotika. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kualitas dan kuantitas SDM, diantaranya:
a. Keterampilan khusus yang dibutuhkan, dimana pemberantasan memerlukan keterampilan khusus termasuk dalam penyelidikan, analisis intelijen, dan penenggakan hukum. Tantangan muncul masih banyak SDM yang belum memiliki keterampilan ini atau kurang spesifikasinya. Selain itu, kualitas SDM dapat diukur dari tingkat pendidikan formal dan kualifikasi yang dimiliki oleh individu. Tingkat pendidikan yang tinggi dan kualifikasi yang relevan dengan pekerjaan akan meningkatkan kualitas seseorang.
b. Teknologi dan Intelijen, program pemberantasan membutuhkan penggunaan teknologi kemampuan intelijen yang canggih tantangan muncul jika SDM tidak memiliki pemahaman atau akses yang memadai terhadap teknologi dan intelijen.
c. Jumlah SDM sesuai kualifikasi juga diperlukan untuk menjalani fungsi pemberantasan, karena masih banyak satuan kerja yang belum memiliki SDM Penyidik yang cukup untuk melakukan fungsi pemberantasan, standar 1 satuan kerja (satker) memiliki 3 Penyidik untuk melakukan fungsi pemberantasan.[footnoteRef:118] [118:  Hasil Wawancara dengan Bapak Achmad Nur Hidayat, S.H., M.H., Selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Sebagai Informan pada hari Kamis, 08 Februari 2024.] 

2. Jabatan struktural/fungsional/pelaksana yang belum terisi dalam daftar susunan pegawai (DSP)
Beberapa tantangan yang dihadapi bidang pemberantasan ketika beberapa jabatan kosong, sebagai berikut:
a. Kekosongan jabatan baik struktural atau fungsional atau pelaksana dapat mengakibatkan penurunan efektivitas operasional karena kurangnya personel yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara spesifik.
b. Personel yang masih aktif akan mengalami peningkatan beban kerja dan tekanan harus menggantikan atau menangani tugas dari jabatan yang kosong.
c. Menghambat pencapaian sasaran dan tujuan program pemberantasan karena kurangnya dukungan dan sumber daya yang diperlukan.
d. SDM yang tersedia, seperti teknologi dan fasilitas, mungkin tidak dioptimalkan karena kekurangan personel untuk mengelola secara efektif.[footnoteRef:119] [119:  Hasil Wawancara dengan Bapak Achmad Nur Hidayat, S.H., M.H., Selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Sebagai Informan pada hari Kamis, 08 Februari 2024.] 

3. Belum didukung sarana dan prasarana seperti, alat digital forensic, alat pendeteksi narkotika portable, dan handheld narcotics analyzer.
Sarana prasarana yang memadai sangat diperlukan dalam menjalakan fungsi pemberantasan, terutama dalam kegiatan penyelidikan tindak pidana narkotika. Teknologi memainkan peranan penting dalam mendukung kinerja pemberantasan, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana narkotika atau kegiatan penegakan hukum. Beberapa aspek dimana sarana dan prasarana teknologi, sebagai berikut:
a. Peralatan penyelidikan, seperti alat-alat forensik, laboratorium, dan peralatan penyelidikan lainnya sangat penting untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti. Teknologi forensik modern dapat mendukung identifikasi dan analisis yang lebih cepat dan akurat.
b. Teknologi pemantauan intelijen, digunakan untuk memantau aktivitas terkait tindak pidana narkotika, mengumpulkan informasi intelijen, dan menganalisis pola perilaku untuk mendeteksi kegiatan ilegal.
c. Sistem informasi manajemen kasus membantu dalam melacak dan mengelola informasi terkait kasus pemberantasan, inti mencakup informasi tersangka, bukti dan perkembangan kasus.
d. Peralatan pengumpulan intelijen elektronik dapat membantu mendeteksi dan menganalisis komunikasi elektronik yang terkait dengan kegiatan kriminal, memberikan informasi untuk penyelidikan.
e. Teknologi navigasi dan pemetaan dapat membantu tim penyelidik dalam melacak dan mengelola informasi geografis yang relevan dengan kasus pemberantasan.[footnoteRef:120] [120:  Hasil Wawancara dengan Bapak Achmad Nur Hidayat, S.H., M.H., Selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Sebagai Informan pada hari Kamis, 08 Februari 2024.] 

4. Informasi teknologi kurang memadai
Upgrade teknologi yang sudah ada dapat menjadi tantangan serius, terutama dalam konteks pemberantasan narkotika atau kegiatan penegakan hukum. Upgrade teknologi memiliki banyak manfaat termasuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses penyelidikan dan meningkatkan kemampuan analisis.[footnoteRef:121] [121:  Hasil Wawancara dengan Bapak Achmad Nur Hidayat, S.H., M.H., Selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Sebagai Informan pada hari Kamis, 08 Februari 2024.] 

5. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah bekerja berbasis anggaran
Pemahaman bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah bekerja berdasarkan anggaran dapat menciptakan ekspektasi bahwa semua kebutuhan dan tantangan dapat di atasi dengan sumber daya finansial saja, namun, terdapat batasan terkait dengan alokasi anggaran dan prioritas pemerintah.[footnoteRef:122] [122:  Hasil Wawancara dengan Bapak Achmad Nur Hidayat, S.H., M.H., Selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Sebagai Informan pada hari Kamis, 08 Februari 2024.] 

Beberapa kendala internal dan eksternal Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah selama penanganan dan pembuktian tindak pidana jual beli narkotika menggunakan alat bukti e-payment, sebagai berikut:
1. Kendala internal
a. Kurangnya penguasaan dan pengetahuan Penyidik di bidang teknologi informasi, mayoritas Penyidik tindak pidana narkotika belum menguasai perkembangan teknologi informasi dan internet secara komprehensif, khususnya di dalam pembuktian tindak pidana jual beli narkotika menggunakan e-payment yang semakin berkembang seiring perkembangan zaman.
b. Terlalu banyak beban kasus tindak pidana narkotika dilingkup Provinsi Jawa Tengah dengan modus operandi yang bermacam-macam, seperti tindak pidana jual beli narkotika dengan menggunakan transaksi elektronik (e-payment). Sehingga Penyidik harus betul-betul memahami cara menangani tindak pidana tersebut khususnya tindak pidana jual beli narkotika yang berkaitan dengan e-payment di Jawa Tengah.
c. Kurangnya peralatan fasilitas yang modern dalam menunjang pencarian barang bukti elektronik. Pemahaman Penyidik dalam pengoperasian teknologi digital informasi dalam tindak pidana jual beli narkotika menggunakan e-payment, dimana keahlian dalam mengoperasikan teknologi informasi maupun memperlakukan barang bukti elektronik, karena dokumen elektronik harus diolah dan diperlakukan secara khusus seperti proses pengumpulan dan analisis bukti digital yang memerlukan ketelitian dan alat khusus untuk memastikan data yang diperoleh tidak berubah dan rusak.[footnoteRef:123] [123:  Hasil Wawancara dengan Bapak Achmad Nur Hidayat, S.H., M.H., Selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Sebagai Informan pada hari Kamis, 08 Februari 2024.] 

2. Kendala eksternal
a. Prinsip kerahasiaan bank untuk tidak memberikan identitas nasabah yang diduga pelaku tindak pidana narkotika. Kendala rahasia bank terkait privasi nasabah sebagai pelaku tindak pidana jual beli narkotika menggunakan e-payment menjadi faktor penghambat proses penyelidikan karena prosedur bank tidak akan memberikan identitas nasabahnya kepada orang lain sebelum adanya persetujuan dari nasabah tersebut.
b. Terkadang pihak penyedia layanan e-payment terkait enggan atau lambat dalam memberikan akses data transaksi karena masalah tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku atau melalui izin kerja sama khusus.
c. Akun rekening yang digunakan oleh pelaku tindak pidana jual beli narkotika tersebut fiktif (akun bodong). Akun tersebut biasanya dibeli pelaku dengan mencari akun-akun lewat dark web, VPN, marketplace illegal, aplikasi telegram digunakan untuk mengelabuhi aparat Penyidik
d. Kendala yang paling sering terjadi dalam proses penyelidikan adalah tingginya penguasaan pelaku dalam mengoperasionalkan teknologi informasi yang disalahgunakan untuk menghapus atau memanipulasi data elektronik untuk menghilangkan jejak transaksi.[footnoteRef:124] [124:  Hasil Wawancara dengan Bapak Achmad Nur Hidayat, S.H., M.H., Selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Sebagai Informan pada hari Kamis, 08 Februari 2024.] 
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[bookmark: _Toc179493536][bookmark: _Toc181826071]PENGGUNAAN ALAT BUKTI E-PAYMENT DALAM TINDAK PIDANA JUAL BELI NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH
A. [bookmark: _Toc181826072]Penggunaan Alat Bukti E-Payment dalam Tindak Pidana Jual Beli Narkotika oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah
Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah berperan melakukan tindakan-tindakan dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Dalam perspektif sistem peradilan pidana, peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah sangat jelas sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai Penyidik.
Perpres Nomor 23 Tahun 2010 menerangkan bahwa selain menjalankan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah juga tugasnya merencanakan dan menyelenggarakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya dengan berbagai instansi terkait dalam proses penegakan hukum.[footnoteRef:125] [125:  Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.] 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, merupakan salah satu institusi penegak hukum yang masih diberi wewenang menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah sebagai tumpuan dari penegakan hukum tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayah Jawa Tengah. Dapat dipermisalkan jika sebuah tombak mata ujungnya tumpul maka tidak bisa difungsikan secara optimal dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di wilayah Jawa Tengah.[footnoteRef:126] [126:  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.] 

Secara nyata peredaran gelap jual beli narkotika di Indonesia semakin mudah untuk didapatkan oleh setiap kalangan masyarakat mulai dari pejabat, aparat keamanan, artis, mahasiswa, bahkan anak-anak. Hal ini disebabkan oleh besarnya keuntungan yang dijanjikan dalam waktu singkat dibalik bisnis haram ini, walaupun melanggar hukum dengan risiko sanksi yang berat seperti pidana penjara sampai pidana mati akan tetapi banyak orang yang bersedia menerima risiko itu demi keuntungan dari bisnis ini. 
Melihat pada era modernisasi seperti sekarang, pemasaran jual beli narkotika yang awalnya hanya dilaksanakan dengan saling bertemu antara pihak penjual dan pembeli, sekarang sudah bisa dilaksanakan tanpa harus bertemu berinteraksi secara langsung. Dengan adanya perkembangan alat telekomunikasi komputer digital berupa jaringan internet memudahkan dalam berinteraksi dan mendapatkan barang yang diinginkan, menjadikan pemasaran jual beli narkotika semakin luas dan masif tanpa dibatasi geografis.
Transaksi jual beli seperti ini dimana hubungan antar penjual dan pembeli melalui sistem pembayaran electronic payment (e-payment) yang tidak lagi dilakukan secara langsung (konvensional), serta dapat dilakukan melalui jasa layanan internet dan teknologi internet sebagai sarana komunikasi antara penjual (pelaku usaha) dengan pembeli (konsumen) dengan menggunakan e-payment terjadi melalui sosial media seperti e-mail, Facebook, WhatsApps, instagram, telegram dan aplikasi media sosial lainnya yang sudah terenkripsi.[footnoteRef:127] [127:  Nugroho, “Regulasi Terkait Pembayaran Elektronik Di Indonesia.”] 

Transaksi e-payment merupakan perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan mengkolaborasikan jaringan sistem informasi berbasis komputer maupun digital. Pelaku transaksi e-payment melakukan hubungan jual beli tanpa tatap muka diantara para pihak. Bukti atas transaksi penjual dan pembeli yang dilakukan tersimpan dalam bentuk dokumen atau data elektronik yang terekam dalam sistem penyimpanan dokumen pada sistem komputer maupun digital.[footnoteRef:128] [128:  Karman Jaya and Muhammad Fachrur, “Transaksi Jual Beli Narkotika Secara Online : Implementasi Dan Formulasi Narcotics Sale and Purchase Transactions Online : Implementation and Formulation,” Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah Dan Hukum 4, no. 1 (2023): 38–48.] 

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan jajaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota telah berhasil mengungkap beberapa kasus jual beli narkotika di wilayah Jawa Tengah dengan berbagai modus operandi. Dari 21 jumlah berkas perkara tindak pidana jual beli narkotika yang masuk selama tahun 2023, terdapat 9 berkas perkara ditangani oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan 12 berkas perkara lainnya ditangani masing-masing Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Dengan rincian 3 berkas perkara ditangani BNNK Banyumas dan 1 berkas perkara masing-masing ditangani BNNK Batang, BNNK Kendal, BNNK Jepara, BNNK Purbalingga, BNNK Cilacap, BNNK Temanggung, BNNK Tegal, BNNK Surakarta, dan BNNK Magelang.[footnoteRef:129] [129:  Hasil Wawancara dengan Bapak Achmad Nur Hidayat, S.H., M.H., Selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Sebagai Informan pada hari Kamis, 08 Februari 2024.] 

Berdasarkan jumlah 9 berkas perkara tindak pidana jual beli narkotika yang ditangani Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, merupakan kasus tindak pidana narkotika dengan modus operandi melalui transaksi konvensional maupun transaksi e-payment. Dengan rincian 4 kasus tindak pidana jual beli narkotika dengan menggunakan transaksi konvensional dan 5 kasus menggunakan transaksi elektronik. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah telah menyita barang bukti berupa narkotika jenis ganja sebanyak 3.705 gram dan narkotika jenis sabu sebanyak 1.211 gram. Dimana dari kasus-kasus tindak pidana jual beli narkotika yang ditangani oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah tersebut kebanyakan pelaku memilih menggunakan transaksi e-payment dari pada menggunakan pembayaran secara konvensional.[footnoteRef:130] [130:  Hasil Wawancara dengan Bapak Achmad Nur Hidayat, S.H., M.H., Selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Sebagai Informan pada hari Kamis, 08 Februari 2024.] 

Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana jual beli narkotika dengan menggunakan e-payment, maka dibentuklah badan intelijen guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap jual beli narkotika dan prekursor narkotika yang modus operandinya semakin canggih.
Penanganan tindak pidana jual beli narkotika hasil dari wawancara dengan Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yang bernama Bapak Achmad Nur Hidayat, S.H., M.H dan Bapak M. Rifqi Ardiansyah, S.H. selaku Penyidik Ahli Muda Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, mengatakan bahwa penanganan tindak pidana jual beli narkotika dengan menggunakan e-payment terdapat beberapa motif yang biasa digunakan pelaku antara lain dengan perbankan seperti internet banking, mobile banking, ATM, kartu kredit, dan penyedia jasa BRILink. Pelaku tindak pidana jual beli narkotika juga menggunakan aplikasi e-wallet dengan membuat akun fiktif (akun bodong) tanpa menggunakan identitas asli. Akun-akun tersebut biasanya dibeli pelaku dengan mencari akun-akun lewat dark web, VPN, marketplace illegal, aplikasi Telegram digunakan untuk mengelabuhi aparat Penyidik. Selain itu juga pelaku menggunakan sarana komunikasi melalui platform aplikasi media sosial untuk mempermudah pemufakatan antara penjual dan pembeli seperti WhatApp, e-mail, Facebook, Intsagram, Telegram, dan media sosial lainnya yang sudah terenkripsi. [footnoteRef:131] [131:  Hasil Wawancara dengan Bapak Achmad Nur Hidayat, S.H., M.H., Selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Sebagai Informan pada hari Kamis, 08 Februari 2024.] 

Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, menerangkan bahwa untuk penanganan jual beli narkotika dengan menggunakan e-payment merupakan kombinasi dari prosedur penyidikan narkotika dengan penyidikan elektronik. Dalam kasus tindak pidana jual beli narkotika, penggunaan transaksi e-payment menggunakan platform digital seperti aplikasi mobile banking, e-wallet, maupun jasa BRILink. Pengaburan identitas dan penyembunyikan aliran uang dari hasil penjualan narkotika mengharuskan Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah menangani aspek fisik berupa barang bukti narkotika serta aspek digital berupa alat bukti elektronik.[footnoteRef:132] [132:  Hasil Wawancara dengan Bapak Achmad Nur Hidayat, S.H., M.H., Selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Sebagai Informan pada hari Kamis, 08 Februari 2024.] 

Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan lembaga terkait dalam kasus tindak pidana jual beli narkotika yang menggunakan e-payment. Penyidik perlu bekerja sama dengan berbagai lembaga instansi untuk mencari dan mendapatkan laporan atau informasi terkait transaksi jual beli narkotika menggunakan e-payment bisa berasal dari berbagai sumber seperti penyedia layanan internet untuk melacak alamat IP yang digunakan dalam komunikasi atau transaksi jual beli narkotika, platform digital dan aplikasi media sosial untuk mendapatkan akses data pesan chat pelaku, instansi penyedia layanan transaksi bank dan lembaga keuangan untuk melacak aliran dana yang terkait dengan transaksi narkotika. Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah melaksanakan penyelidikan bekerja sama dengan lembaga masyarakat, operasi intelijen, serta otoritas internasional dalam kasus jual beli narkotika menggunakan transaksi e-payment dari jaringan yang lebih besar bahkan sampai luar negeri, terutama jika transaksi dilakukan lewat darknet atau dark web.[footnoteRef:133] [133:  Hasil Wawancara dengan Bapak Achmad Nur Hidayat, S.H., M.H., Selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Sebagai Informan pada hari Kamis, 08 Februari 2024.] 

Alat bukti e-payment yang dapat dikumpulkan dan digunakan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah terkait tindak pidana jual beli narkotika menggunakan e-payment. Berikut adalah beberapa alat bukti elektronik yang dihasilkan dari transaksi e-payment:
1. Bukti data transaksi digital
Jejak digital yang dihasilkan dari setiap transaksi jual beli narkotika yang dilakukan secara elektronik, baik melalui mobile banking, tranfer bank, e-wallet maupun menggunakan jasa BRILink. Rekam jejak digital dalam data transaksi digital seperti waktu dan tanggal transaksi, jumlah transfer, identitas pihak yang terlibat bisa berupa nomor rekening, nomor telepon atau identitas pengguna jika terverifikasi.
2. Bukti pesan digital atau chat
Sarana komunikasi yang digunakan dalam jual beli narkotika yang dilakukan melalui pesan atau chat seperti WhatApp, Facebook, e-mail, Instagram, Telegram atau media sosial yang sudah terenkripsi. Percakapan ini dapat dijadikan alat bukti elektronik dengan bekerja sama dengan penyedia layanan perpesanan agar dapat memberikan akses chat atau metadata chat.
3. Bukti rekaman CCTV
Bukti rekaman CCTV dapat dijadika barang bukti elektronik apabila pelaku melakukan transaksi atau penarikan uang di tempat yang terdapat CCTV seperti di tempat ATM atau penyedia layanan agen BRILink. Rekaman CCTV dapat membantu mengidentifikasi pelaku dan melacak aktivitas fisik pelaku.
4. Bukti rekening koran dan mutasi bank
Rekening koran merupakan catatan resmi dari bank yang mencatat semua transaksi masuk dan keluar dari rekening pelaku. Bukti rekening koran dan mutasi bank dapat menunjukkan aliran uang yang mencurigakan serta koneksi antara rekening pelaku.
5. Bukti alamat IP
Alamat IP yang digunakan selama transaksi jual beli narkotika bisa dilacak untuk mengetahui lokasi fisik pelaku serta perangkat yang digunakan pelaku dalam transaksi jual beli narkotika.
6. Bukti informasi dari penyedia jasa telekomunikasi
Penyedia layanan telekomunikasi dapat memberikan alat bukti elektronik berupa log panggilan dan pesan SMS pelaku serta lokasi dari BTS (Base Transceiver Staton).[footnoteRef:134] [134:  Hasil Wawancara dengan Bapak Achmad Nur Hidayat, S.H., M.H., Selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Sebagai Informan pada hari Kamis, 08 Februari 2024.] 

Setelah alat-alat bukti dirasa sudah cukup, Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah meningkatkan status perkara menjadi penyidikan. Pada tahap ini Penyidik melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Identifikasi pelaku dan perangkat elektronik
Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah melacak identitas terduga pelaku tindak pidana jual beli narkotika yang terlibat melalui alamat IP, nomor telepon, akun media sosial, atau nomor rekening bank yang digunakan terduga pelaku dalam transaksi jual beli narkotika.
2. Penangkapan dan pemanggilan pelaku
Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah melakukan penangkapan atau pemanggilan. Biasanya terduga pelaku akan menggunakan aplikasi terenkripsi atau nama samaran, sehingga Penyidik akan bekerja sama dengan ahli digital forensik untuk melacak lokasi atau server jejak elektronik yang digunakan terduga pelaku, menelusuri riwayat transaksi perbankan terkait penjualan narkotika, membongkar komunikasi terenkripsi jika menggunakan aplikasi pesan yang aman.
3. Penggeledahan dan penyitaan barang bukti
Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dapat menggeledah lokasi fisik untuk menemukan barang bukti narkotika dan perangkat digital yang digunakan dalam bertransaksi seperti komputer, ponsel, kartu rekening, dan dokumen terkait transaksi penjualan. Penyidik juga menyita barang bukti digital seperti riwayat pesan teks, e-mail, atau log transaksi dari aplikasi perbankan maupun e-wallet.[footnoteRef:135] [135:  Hasil Wawancara dengan Bapak Achmad Nur Hidayat, S.H., M.H., Selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Sebagai Informan pada hari Kamis, 08 Februari 2024.] 

Strategi bidang pemberantasan dalam tindak pidana jual beli narkotika menggunakan alat bukti e-payment di Badan Narkotika Nasional Provinsi JawaTengah, sebagai berikut:
1. Perlunya adanya penambahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
Penambahan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) merupakan langkah untuk meningkatkan kinerja dan kapabilitas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Beberapa Langkah-langkah untuk penambahan dan peningkatan kualitas SDM, sebagai berikut:
a. Analisis kebutuhan SDM identifikasi keahlian, keterampilan dan kapabilitas untuk mencapai tujuan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah;
b. Pengembangan rencana pelatihan yang mencakup pelatihan awal untuk SDM baru dan pelatihan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan yang ada, sesuaikan pelatihan dengan kebutuhan spesifik di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah;
c. Rekrutmen dan perekrutan yang memiliki kualitas dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah;
d. Peningkatan kesejahteraan karyawan dengan menyediakan program kesejahteraan, manajemen dan keseimbangan hidup kerja sehingga karyawan sehat dan Bahagia cenderung lebih produktif;
e. Evaluasi kinerja secara rutin untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan SDM, kemudian dikembangkan secara individu.[footnoteRef:136] [136:  Hasil Wawancara dengan Bapak M. Rifqi Ardiansyah, S.H., Selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Sebagai Informan pada hari Rabu, 22 Mei 2024.] 

2. Melengkapi sarana dan prasarana
Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan diantaranya identifikasi menyeluruh terhadap kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan dari aspek fisik, teknologi, dan SDM. Kemudian menentukan anggaran yang diperlukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana dengan membeli, mengupgrade atau memelihara kembali atau peremajaan sarana dan prasarana yang sudah ada, serta memastikan anggaran mencakup biaya operasional dan pemeliharaannya jangka panjang. Prioritas kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan urgensi dampak terhadap pelaksanaan kegiatan. Tetapkan jadwal pemeliharaan berkala untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana tetap berfungsi dengan baik. Menyediakan pelatihan kepada pengguna atau personel yang akan menggunakan sarana dan prasarana dan pastikan pengguna atau personel memahami tata cara menggunakan peralatan dengan baik dan benar.
3. Perlunya update teknologi
Adanya update teknologi dapat membawa berbagai manfaat termasuk untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, keamanan dan daya saing terhadap perkembangan teknologi.
4. Perlunya juklak dan juknis yang tepat untuk keseragaman
Juklak dan juknis ini memiliki peran krusial dalam memastikan keseragaman, transparansi dan pemahaman yang konsisten terkait dengan pelaksanaan kebijakan atau tugas tertentu. Juklak dan juknis membantu mengatur dan menstandarisasi pelaksanaan tugas dan kebijakan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Untuk memastikan setiap orang atau unit pelaksana mengikuti prosedur yang sama. Selain itu dengan adanya juklak dan juknis dapat diupdate sesuai dengan perubahan kebijakan, peraturan atau kebutuhan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.
5. Menjalin hubungan baik atau kerja sama dengan instansi terkait (sinegritas)
Merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan efektivitas dan memperkuat posisi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Menjalin kerja sama bisa dengan berbagai cara seperti membentuk tim kerja sama dengan instansi terkait, komunikasi terbuka, membuat MoU, membuat kesepakatan kerja sama formal, dan berkolaborasi dalam kegiatan bersama. Melakukan kolaborasi dan kegiatan bersama dengan instansi terkait seperti dengan Bea Cukai, Perusahaan telekomunikasi, Bank, jasa pengiriman atau ekspedisi, Ditjenpas (lapas), Pemda setempat, dan Polri. Kegiatan bersama dengan instansi terkait dalam pemberantasan di kawasan potensi rawan tindak pidana narkotika.
6. Memberikan penghargaan (reward) kepada kader penggiat P4GN daerah sebagai stimulus
Penghargaan ini bisa berupa pemberian sertifikat penghargaan kepada kader penggiat P4GN yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam upaya P4GN di wilayah Provinsi Jawa Tengah.[footnoteRef:137] [137:  Hasil Wawancara dengan Bapak M. Rifqi Ardiansyah, S.H., Selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Sebagai Informan pada hari Rabu, 22 Mei 2024.] 

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap jual beli narkotika dengan modus operandi menggunakan transaksi secara e-payment, dalam Undang-Undang ini juga mengatur teknik penyidikan penyadapan yang diperluas, teknik pembelian terselubung (under cover buy), dan teknik penyerahan yang diberi pengawasan (controlled delivery), untuk melacak dan mengungkap tindak pidana jual beli narkotika.
Proses wawancara kepada Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, dapat diketahui kegiatan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana jual beli narkotika dengan menggunakan e-payment oleh Penyidik bidang pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah menerapkan strategi tersendiri untuk mengungkap tindak pidana jual beli narkotika menggunakan e-payment, sebagai berikut:
1. Observation
Pengertian observation yakni mengkaji atau mengamati sebuah tempat, kondisi atau orang guna mengetahui baik hal-hal yang biasa ataupun yang tidak biasa dan kemudian hasilnya dicantumkan dalam sebuah laporan.
2. Surveillance
Pengertian surveillance atau pembuntutan merupakan pengawasan terhadap orang atau kendaraan, tempat-tempat atau objek yang dilakukan secara rahasia, dengan terus menerus ataupun kadang-kadang secara berselang untuk memperoleh informasi kegiatan dan identifikasi oknum.
3. Undercover Agen
Pengertian undercover agen atau penyusupan ialah sebuah operasi penyidikan yang bersifat tertutup dan rahasia, kegiatan-kegiatan penyusupan disamarkan seluruhnya sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kecurigaan.
4. Undercover Buy
Definisi undercover buy atau pembelian terselubung ialah sebuah teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkotika, dimana seorang Penyidik bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika, dengan maksud di bawah selubung, si penjual atau perantara dapat ditangkap berserta barang bukti yang ada padanya.
5. Controlled Dellivery
Pengertian controlled dellivery atau penyerahan yang dikendalikan adalah suatu teknik khusus dalam penyidikan kejahatan narkotika tahap penyelidikan dan terjadi penangguhan atau penangkapan atau penahanan atau penyitaan, barang bukti, dimana seorang yang mau bekerja sama dengan Penyidik, dengan maksud pada saat penerimaan dapat ditangkap orang-orang yang terlibat kejahatan narkotika beserta barang buktinya.
6. Raid Planning Execution
Pengertian raid planning execution atau rencana pelaksanaan penggerebekan merupakan pelaksanaan yang dapat dikatakan sebagai upaya penentuan dari keberhasilan operasi-operasi sebelumnya guna menangkap tersangka beserta barang bukti.
7. Interception
Interception atau penyadapan ialah aktivitas atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan yang diselenggarakan oleh Penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan cara menggunakan alat-alat elektronik mengikuti kemajuan teknologi atas pembicaraan dan/atau pengiriman pesan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik yang sejenisnya. Termasuk di dalam penyadapan ialah pemantauan elektronik dengan cara:
a. Pemasangan transmitter di ruangan atau kamar sasaran guna mendengarkan atau merekam semua pembicaraan (bugging);
b. Pemasangan transmitter pada keberadaannya (bird dog);
c. Intersepsi internet;
d. Cloning pager, pelayan layanan singkat (SMS), dan fax;
e. CCTV (Close Circuit Television);
f. Pelacak lokasi tersangka (direction finder).[footnoteRef:138] [138:  Hasil Wawancara dengan Bapak M. Rifqi Ardiansyah, S.H., Selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Sebagai Informan pada hari Rabu, 22 Mei 2024.] 

Interception atau penyadapan yang dilakukan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah mempunyai beberapa jenis, sebagai berikut:
1. Penyadapan secara langsung
Penyadapan ini dilakukan dengan menyadap pembicaraan langsung dari target yang akan disadap yang sedang menggunakan telepon. Penyadapan ini bertujuan untuk mengetahui isi dari apa yang target bicarakan terkait dengan dugaan adanya tindak pidana narkotika
2. Penyadapan pesan
Penyadapan ini dilakukan dengan cara membuka pesan dari target yang diduga melakukan tindak pidana narkotika melalui server pusat pesan. Penyadapan ini dilakukan dengan kerja sama dari operator sim card atau pusat layanan media sosial. Seperti penggunaan android maka Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan RIM sebagai pengelola pusat data android untuk mengetahui isi dari hasil SMS, WhatsApp, maupun aplikasi lainnya.
3. Penyadapan posisi
Penyadapan posisi hampir sama dengan pencarian target untuk mengetahui posisinya dengan menggunakan GPS. Dimana dalam hal ini Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dapat mengetahui posisi seorang target melalui sinyal yang dikeluarkan dari handphone pelaku.[footnoteRef:139] [139:  Hasil Wawancara dengan Bapak M. Rifqi Ardiansyah, S.H., Selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Sebagai Informan pada hari Rabu, 22 Mei 2024.] 

Proses penegakan hukum, dalam perkara tindak pidana jual beli narkotika menggunakan e-payment, sering digunakan alat bukti hasil sadapan atau alat bukti dengan menggunakan alat-alat elektronik dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Penyadapan ialah salah satu metode yang digunakan instansi penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan juga alat bukti.
Pengaturan penyadapan diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 31 Ayat (1), yang dimaksud dengan interception atau penyadapan ialah kegiatan untuk mendengar, membelokkan, merekam, mengubah, mencegah, dan/atau menuliskan transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik memakai jaringan kabel komunikasi ataupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi.[footnoteRef:140] [140:  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.] 

Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan penyadapan atau intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas perintah Kepolisian, Kejaksaan, dan aparat penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.[footnoteRef:141] [141:  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.] 

Penyadapan sebagai alat bukti dapat dibenarkan dan diperbolehkan di dalam undang-undang yang bersifat khusus. Dari sudut konstitusi, penyadapan berguna mengungkapkan sebuah kejahatan, sebagai pengecualian, dapat dibenarkan. Hal ini karena kebebasan untuk melakukan komunikasi dan memperoleh informasi seperti yang diatur dalam Pasal 28F dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 bukan pasal-pasal yang tidak dapat dilakukan penyimpangan dalam keadaan apa pun. Artinya, penyadapan diperbolehkan selama digunakan untuk mengungkap kejahatan berdasar pada ketentuan undang-undang yang sifatnya khusus (lex specialis derogat legigenerali). Proses penyadapan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sejalan dengan sesuatu yang dipersyaratkan misalnya penyadapan yang dilakukan harus dalam kepentingan hukum, proses penyadapan juga harus dengan persetujuan lembaga hukum terkait sebagai bukti permulaan Penyidik.[footnoteRef:142] [142:  Agus Hidayat Eka, “Kewenangan Penyadapan Badan Narkotika Nasional Dalam Prespektif Undang-Undang Narkotika Dan Undang-Undang Infirmasi Dan Transaksi Elektronik,” Tadulako Master Law Journal 4, no. 2 (2020): hlm 45-129.] 

Pasal 77 menyatakan 
“(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima Penyidik. Ayat (2), penyadapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan. Ayat (3), penyadapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama. Ayat (4), tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”[footnoteRef:143] [143:  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.] 

Lebih lanjut dalam Pasal 78 menyebutkan
“Dalam keadaan mendesak dan Penyidik harus melakukan penyadapan, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua pengadilan negeri lebih dahulu. Ayat (2), dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri mengenai penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”[footnoteRef:144] [144:  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.] 

Penyidik BNN Jawa Tengah diberi kewenangan melakukan penangkapan, yaitu dalam 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang dengan 3 x 24 jam. Dalam melaksanakan penangkapan, Penyidik juga diharuskan membawa surat tugas serta menunjukkan surat perintah penangkapan, yang memuat identitas tersangka, alasan adanya penangkapan, keterangan singkat tindak pidana yang dipersangkakan dan tempat pemeriksaan tersangka. Persyaratan tersebut dapat diabaikan ketika Penyidik melaksanakan penangkapan tanpa membawa surat perintah penangkapan, Penyidik melakukan hal itu dalam keadaan tertangkap tangan, akan tetapi tersangka harus segera diserahkan pada Penyidik. Salah satu alat bukti yang sering digunakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam proses penegakan hukum khususnya penangkapan adalah hasil penyadapan.
Metode penyadapan adalah sama dengan teknik tindak pidana umum lainnya, namun mengingat masalah teknologi informatika berkaitan dengan teknologi, maka yang menjadi suatu kendala dalam penyidikan adalah proses pembuktiannya. Pada dasarnya kewenangan penyidik dalam penyidikan secara umum adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 7 KUHAP. Sebagaimana dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHAP, memberikan pengecualian terhadap ketentuan hukum acara dalam undang-undang pidana tertentu, sehingga dengan demikian dalam undang-undang pidana khusus termasuk undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana yang memuat penyadapan sebagai bagian dari penyidikan telah memberikan kewenangan khusus atau tambahan terhadap Penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan.[footnoteRef:145] Sehingga dari informasi dari atas tersebut, dapat dipastikan bahwa Penyidik berwenang melakukan penyadapan dalam rangka penyidikan tindak pidana jual beli narkotika menggunakan e-payment. [145:  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.] 

Penyadapan saat ini merupakan salah satu metode yang dipakai untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan maupun sebagai alat bukti yang akan digunakan untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya suatu tindak pidana jual beli narkotika menggunakan e-payment. Setiap tindakan yang dibuat oleh Penyidik harus memiliki dasar hukum dan pertimbangan itu dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam penyelidikan, penyidikan serta sebagai alat bukti. Salah satu tindakan Penyidik di dalam melakukan penyelidikan, penyidikan maupun pengumpulan alat bukti adalah melalui penyadapan.[footnoteRef:146] [146:  Idham Fadli, “Penggunaan Alat Bukti Penyadapan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika,” Journal of Swara Justisia 6, no. 2 (2022): hlm 46-139.] 

Metode penyadapan telah terbukti berhasil dalam pemeriksaan sindikat kejahatan terstruktur dan kejahatan khusus seperti tindak pidana jual beli narkotika menggunakan e-payment, karena membantu Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tindakan preventif pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Perluasan makna penyadapan dimaksudkan sebagai upaya antisipasi perkembangan teknologi informasi yang diterapkan para pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih baik jaringan nasional maupun internasional, sebab perkembangan teknologi memiliki potensi dimanfaatkan oleh pelaku kriminal yang sangat memberi keuntungan bagi mereka. Untuk melumpuhkan/memberantas jaringan/sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan memanfaatkan kecanggihan sistem pembayaran e-payment, maka sistem informasi digital mereka harus bisa ditembus oleh Penyidik, termasuk melacak keberadaan jaringan tindak pidana narkotika tersebut dengan modus operandi yang digunakan.
Pembuktian alat bukti elektronik dalam perkara tindak pidana jual beli narkotika dengan menggunakan e-payment sering menghadapi kendala saat menginput alat bukti elektronik ke dalam ketentuan alat bukti KUHAP dan cara untuk menyetujui data elektronik sebagai alat bukti yang sah di hadapan pengadilan. Akan tetapi kendala yang amat nyata dialami oleh aparat penegak hukum Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah seperti fasilitas peralatan sumber daya manusia yang masih kurang merata di seluruh wilayah hukum Indonesia. Maka diperlukan strategi khusus serta pemahaman mendalam tentang digital forensik yang sangat penting dalam proses pembuktian pencarian alat bukti elektronik. Sehingga kendala-kendala yang dihadapi Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam mencari informasi dan dokumen elektronik untuk digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana jual beli narkotika menggunakan transaksi elektronik (e-payment) dapat teratasi dengan baik dan benar.
B. [bookmark: _Toc181826073]Analisis Hukum Acara Pidana tentang Penggunaan Alat Bukti E-Payment dalam Tindak Pidana Jual Beli Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah
Hukum pidana merupakan salah satu sarana yang dimiliki oleh negara dalam menjalankan kewajiban memberikan perlindungan pada setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman terjadinya kejahatan. Sistem hukum pidana harus selalu dievaluasi, diharmonisasikan, dan diaktualisasikan secara tepat dan cermat melalui pemahaman dan pemikiran yang komprehensif untuk mengantisipasi perkembangan kejahatan tetapi disisi lain tidak mengancam hak asasi, harkat, dan martabat manusia.
Salah satu pilar utama dalam sistem hukum pidana yakni perbuatan pidana (asas legalitas). Asas legalitas yaitu asas yang menuntut adanya ketentuan peraturan perudang-undangan yang telah ditetapkan terlebih dahulu secara sah. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat dijatuhi pidana. Dengan demikian asas ini berkesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan secara surut (retroaktif) agar terciptanya kepastian hukum. Maka peran asas legalitas sebagai landasan awal dalam menetukan tindak pidana sangat dibutuhkan.
Tindak pidana jual beli narkotika adalah setiap orang tanpa hak dan melawan hukum terbukti memproduksi, mengimpor/mengekspor, menjual, membeli, perantara narkotika, peredaran gelap narkotika, pengangkutan, penyalahgunaan narkotika, pemufakatan jahat, transito narkotika dan kejahatan yang terorganisir narkotika dan prekursor narkotika.[footnoteRef:147] [147:  Akhmad Wahyu Gunawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Online Sebagai Perantara Transaksi Jual Beli Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”] 

Unsur dalam tindak pidana jual beli narkotika telah diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa 
“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”[footnoteRef:148] [148:  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.] 

Mencari kebenaran materiil dalam tindak pidana jual beli narkotika menggunakan e-payment menjadi jejak penting dalam pembuktian tindak pidana jual beli narkotika. Data transaksi e-payment menjadi jejak utama dalam mengungkap tindak pidana jual beli narkotika baik melalui mobile banking, e-wallet, transfer bank, maupun melalui layanan agen BRILink. Karena di dalam transaksi e-payment meninggalkan informasi berupa waktu dan lokasi kejadian, jumlah uang, dan identitas pelaku yang dapat dijadikan alat bukti bagi Penyidik. Tidak ada alat bukti lain yang dapat digunakan selain informasi dan dokumen elektronik yang ditransmisikan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Adapun bukti-bukti lain pada praktiknya sangat sulit diajukan sebagai alat bukti karena tidak didapatkan dari kegiatan transaksi e-payment.
Pengaturan alat bukti elektronik harus didasarkan pada sistem dan prinsip pembuktian hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Definisi hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat, dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Sumber-sumber hukum pembuktian yaitu undang-undang, doktrin atau ajaran, dan juga yurisprudensi. Sedangkan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.
Menurut Eddy O.S. Hiariej, sistem pembuktian merupakan hal yang sangat krusial dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum, dimana pembuktian merupakan jantung dalam persidangan suatu perkara di pengadilan karena berdasarkan pembuktianlah hakim dapat mengambil putusan mengenai benar atau salahnya seseorang dalam berperkara.[footnoteRef:149] [149:  Ali Imron, SH. and Muhamad Iqbal, SH., Hukum Pembuktian.] 

KUHAP belum mengatur secara tegas mengenai alat bukti elektronik yang sah. Akan tetapi berkaitan dengan legalitas alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana, maka hal ini berkaitan dengan adanya asas legalitas yang menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dicantumkan dalam Pasal 54 Ayat (1), bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal disahkannya. Maka untuk menggunakan data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
Alat bukti elektronik merupakan informasi elektronik yang sudah memenuhi syarat baik formil ataupun materiil guna bisa diterima di persidangan. Hal tersebut sesuai dengan Pengaturan dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 
“Ayat (1) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ayat (2) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”.[footnoteRef:150] [150:  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.] 

 Pengaturan alat bukti elektronik dalam UU ITE diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) mengatur secara tegas bahwa informasi atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya, merupakan perluasan dari alat bukti elektronik telah diterima dalam sistem hukum pembuktian pidana di Indonesia. UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan perluasan dari alat bukti yang sah. Akan tetapi dalam Pasal 5 Ayat (2) UU ITE memberikan petunjuk penting mengenai perluasan ini, yaitu bahwa perluasan tersebut harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
Perluasan tesebut mengandung makna memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
Brian A. Prastyo menegaskan UU ITE telah mempertegas alat bukti elektronik, dimana dirumuskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu, UU ITE telah mengatur tata cara perolehan informasi elektronik sebagai alat bukti yang tertuang di dalam Pasal 43 Ayat (3) dan tata cara pengajuan informasi elektronik sebagai alat bukti yang dijabarkan di dalam Pasal 5 Ayat (3).[footnoteRef:151] [151:  Hamdi, Suhaimi, and Mujibussalim, “Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana.”] 

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terkait prosedur penyidikan terhadap alat bukti elektronik, ditegaskan di dalam Pasal 43 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa penyidikan di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan memperhatikan perlindungan atas kerahasiaan, privasi, integritas data, kelancaran pelayanan publik, atau keutuhan data menurut peraturan perundang-undangan.[footnoteRef:152] [152:  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.] 

Perlindungan hak dan prosedur hukum dalam mengumpulkan dan penggunaan alat bukti elektronik sangat penting untuk menjaga prinsip legalitas, perlindungan hak asasi manusia, serta mengikuti prosedur yang berlaku terutama dalam data pribadi dan komunikasi. Hal ini untuk memastikan bahwa alat bukti elektronik yang diperoleh dan digunakan secara sah serta beretika dalam proses pembuktian.
Sistem pembuktian di Indonesia memberikan perhatian khusus pada alat bukti elektronik. Perhatian khusus ini disebabkan karena hukum pembuktian harus cukup fleksibel untuk menyesuaikan dengan sifat alat bukti elektronik yang cenderung sangat sulit  dibuktikan. Salah satu bentuk kesukaran yang ada pada alat bukti elektronik ialah sangat mudah direkayasa dalam waktu hitungan detik, bahkan dengan mudah dihilangkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana diketahui bahwa alat bukti elektronik sangat rawan terjadinya perubahan, bertambah, bahkan terhapus. Maka agar dapat dibuktikan di persidangan, alat bukti elektronik harus terjaga keutuhannya dan keasliannya (orisinalitas).[footnoteRef:153] [153:  Ramiyanto, “Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana,” Jurnal Hukum Dan Peradilan 6, no. 3 (2017): 463–86.] 

Sebenarnya dalam kasus tindak pidana jual beli narkotika menggunakan transaksi e-payment hampir sama dengan kejahatan tindak pidana jual beli narkotika menggunakan transaksi konvensional, akan tetapi dalam pembuktiannya ada beberapa yang menggunakan alat bukti yang bersifat elektronik. Dalam hal ini, ada berbagai permasalahan dalam tindak pidana jual beli narkotika menggunakan e-payment akan dihadapi oleh Penyidik maupun lembaga pengadilan yang memeriksa perkara. Oleh karena itu Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah harus cermat dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terutama yang berhubungan dengan transaksi e-payment.
Kecermatan dalam menilai alat bukti elektronik sangat dibutuhkan agar terhindar dari kesalahan dalam pembuktian tindak pidana jual beli narkotika menggunakan e-payment. Alat bukti elektronik yang digunakan harus memiliki nilai pembuktian untuk mendukung kebenaran tidak hanya ditentukan dari jumlah banyaknya alat bukti yang diperoleh, namun juga dari kualitas alat bukti tersebut yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Seperti halnya asas hukum yang mengatakan satu saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis) sebagai acuan hukum acara pidana.[footnoteRef:154] [154:  Drs. P.A.F. Lamintang and Franciscus Theojunior Lamintang, S.I.Kom., S.H., Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia.] 

Sistem pembuktian yang dianut dalam perkara tindak pidana jual beli narkotika menggunakan e-payment adalah sistem pembuktian negatif atau negatief wettelijk bewijstheorie. Sistem pembuktian ini didasarkan pada keyakinan hakim yang lahir dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif, dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materil dimana harus memenuhi dua syarat mutlak yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP.[footnoteRef:155] Ketentuan tersebut menempatkan hakim sebagai pemutus perkara bahwa dalam membuktikan sebuah tindak pidana memerlukan dua alat bukti dengan disertai keyakinan hakim. [155:  Dr. Rahman Amin, S.H., Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata.] 

Pasal 188 Ayat (3) KUHAP dijelaskan bahwa pandangan atas kuatnya pembuktian dari sebuah petunjuk sepenuhnya diberikan pada hakim sesudah menjalani pemeriksaan dengan penuh kehati-hatian dan kesaksamaan yang didasarkan pada hati nuraninya. Hakim memerlukan alat bukti petunjuk lainnya seperti alat bukti elektronik untuk menyempurnakan pembuktian. Kelengkapan pembuktian yang dimaksud Pasal 183 KUHAP yang menakankan bahwa hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana terhadap seorang kecuali jika setidak-tidaknya minimal dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan bahwa sebuah tindak pidana benar terjadi adanya.[footnoteRef:156] [156:  Dr. H. Eddy Army, S.H., Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan.] 

Alat-alat bukti elektronik memainkan peran penting dalam pembuktian kasus-kasus yang melibatkan transaksi e-payment dalam tindak pidana jual beli narkotika. Pengakuan alat bukti elektronik dalam tindak pidana jual beli narkotika didasarkan pada Undang-Undang 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah di dalam pengadilan.[footnoteRef:157] [157:  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.] 

[bookmark: _Hlk168255287]Alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana jual beli narkotika menggunakan e-payment telah ditentukan muatannya dalam UU ITE. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 86 Ayat (1) menyatakan bahwa Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Ayat (2) Alat bukti yang dimaksud pada Ayat (1) berbentuk:
1. Informasi yang dikatakan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik menggunakan alat optik atau yang sejenis dengannya; dan
2. Data rekaman atau informasi, baik yang tertulis di atas kertas, benda fisik selain kertas, maupun yang direkam secara elektronik, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dan dikomunikasikan tanpa bantuan atau informasi apa pun termasuk namun tak terbatas pada:
a. Tulisan, suara, dan/atau gambar;
b. Peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
c. Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.[footnoteRef:158] [158:  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.] 

[bookmark: _Hlk168269405][bookmark: _Hlk168255719]Penjelasan dari alat bukti yang lain dalam Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tentang tindak pidana narkotika. Jika terdapat tindak pidana yang telah memiliki aturan hukum yang mengatur mengenai alat bukti elektronik (digital evidence) bukanlah suatu masalah, karena sudah diatur bahwa alat bukti elektronik merupakan alat bukti di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hakim harus menerima bahwa bukti elektronik tersebutlah bukti yang sah bagi hakim, tahap pembuktian merupakan tahap yang amat berpengaruh secara signifikan untuk menjatuhkan vonis. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara memperhatikan dengan sungguh-sungguh alat bukti yang diajukan ke persidangan.
 Rancangan Undang-Undang KUHAP (RUU KUHAP) akan direncanakan pengaturan alat elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan pidana. Penjelasan Pasal 177 Ayat (1) huruf c RUU KUHAP menjelaskan maksud bukti elektronik ialah informasi yang dikatakan, ditransfer, diterima, atau disimpan secara elektronik menggunakan alat optik atau yang sama dengannya, termasuk seluruh rekaman data atau informasi yang bisa didengar, dibaca, dan/atau dilihat yang bisa dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sebuah sarana baik yang terletak di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas ataupun yang direkam secara elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, peta, foto, rancangan, tanda, huruf, angka, atau perforasi yang bermakna.[footnoteRef:159] [159:  Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru).] 

Penggunaan alat bukti e-payment memerlukan pengaturan dan ketentuan yang jelas yang dapat mengamankan kepentingan informasi dan transaksi tersebut. Penggunaan alat bukti elektronik dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia didasari asas kepastian hukum, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas itikad baik dan asas kebebasan memilih teknologi. Pengamanan alat bukti elektronik bertujuan agar dapat dipercaya guna proses pembuktian di persidangan.
Pengaturan mengenai penggunaan alat bukti e-payment dalam tindak pidana jual beli narkotika sudah ada di dalam perundang-undangan, akan tetapi alat bukti e-payment terdapat kriteria dan syarat khusus agar diterima di pengadilan. Oleh karena itu harus dibantu dengan salah satu alat bukti yang lain yaitu didukung dengan keterangan saksi ahli. Selain itu, nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim untuk kesempurnaan pembuktian melalui alat bukti elektronik (electronic evidence) sehingga hakim memiliki keyakinan atas terjadinya suatu tindak pidana dan seseorang adalah pelakunya, hakim memerlukan bantuan seorang ahli forensik (keterangan ahli).
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik, dokumen elektronik atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah setara dengan alat bukti lainnya yang diakui dalam hukum pidana di Indonesia. Kedudukan informasi dan dokumen elektronik sesungguhnya merupakan perluasan dari alat bukti tulisan sebagaimana diatur di dalam hukum acara perdata. Kekuatan informasi dan dokumen elektronik dalam hukum pembuktian acara pidana sangat tergantung bentuk dan maksud dari dibuatnya dokumen tersebut. Informasi dan dokumen elektronik berupa percakapan digital, data transaksi elektronik, log transaksi perbankan atau rekaman CCTV jika ditemukan dapat disebut sebagai bukti autentik dalam proses pembuktian tindak pidana jual beli narkotika menggunakan e-payment.[footnoteRef:160] [160:  Dr. H. Eddy Army, S.H., Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan.] 

Alat bukti e-payment dapat mempunyai kekuatan hukum jika keutuhan informasi bisa terjamin, diakses, dipertanggungjawabkan, dan dapat diperlihatkan sehingga menjelaskan sebuah kondisi. Dalam sistem pembuktian di Indonesia telah dijelaskan bahwa alat bukti e-payment termasuk dalam alat bukti elektronik yang merupakan perluasan dari cakupan alat bukti surat atau documentary evidance.  Andi Hamzah menjelaskan bahwa yang termasuk alat bukti surat, diantaranya yaitu pesan pendek melalui SMS (Short Message Services), surat elektronik (e-mail) dan pesan chat melalui media sosial. Seperti halnya keterangan saksi, alat bukti surat tidak dapat berdiri sendiri kecuali diperkuat dengan alat bukti lain.[footnoteRef:161] Jadi secara hukum, alat bukti e-payment termasuk ke dalam alat bukti elektronik sepanjang tidak ada penyangkalan terhadap isi dari dokumen, alat bukti e-payment tersebut harusnya diterima layak bukti tulisan konvensional. [161:  Hamdi, Suhaimi, and Mujibussalim, “Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana.”] 

Keismpulannya pada perkara tindak pidana jual beli narkotika menggunakan e-payment ini alat bukti yang dipakai ialah alat bukti yang dihasilkan dan memuat unsur teknologi informasi. Informasi dan/atau dokumen elektronik bisa dinilai sebagai alat bukti elektronik sebagaimana ditentukan sebagai pelebaran alat bukti dalam hukum acara pidana berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga terhadap alat-alat bukti tersebut bisa ditafsirkan secara ekstensif/diperluas, sehingga informasi dan/atau dokumen elektronik yang dimaksud kekuatan hukum yang sama seperti alat bukti dalam perkara pidana biasa seperti diatur pada Pasal 184 KUHAP. Berdasarkan analisis tersebut, maka alat-alat bukti yang ditentukan Pasal 184 KUHAP dapat diaplikasikan dalam perkara tindak pidana jual beli narkotika menggunakan e-payment melalui beragam instrumen elektronik seperti misalnya elektronik dan/atau dokumen elektronik. Alat-alat bukti yang dimaksud merupakan alat bukti yang secara hukum sah dan bisa dipakai dalam proses pembuktian.
[bookmark: _Toc179493539]
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A. [bookmark: _Toc181826076]Kesimpulan
Beberapa kesimpulan atas pemaparan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Proses penanganan yang dilakukan Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah terkait tindak pidana jual beli narkotika menggunakan e-payment mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sistem pembuktian alat bukti e-payment dalam tindak pidana jual beli narkotika didasarkan pada pembuktian secara negatif sesuai KUHAP yang berlaku di Indonesia, serta dipadukan dengan pembuktian alat bukti elektronik sebagai informasi dan dokumen elektronik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudahan teknologi dimanfaatkan pelaku kejahatan tindak pidana jual beli narkotika untuk melakukan transaksi e-payment secara cepat dan tersembunyi dengan menggunakan aplikasi mobile banking, e-wallet, layanan agen BRILink, serta dengan perantara sarana komunikasi media sosial seperti e-mail, Facebook, WhatsApps, instagram, telegram dan aplikasi media sosial lainnya yang sudah terenkripsi. 
2. Pelaku menggunakan rekening orang lain dengan menggunakan platform e-wallet seperti ovo dengaan tingkat kemanan yang rendah, maupun menggunakan m-banking dan BRILink. Sulitnya memperoleh data dari perangkat milik pelaku untuk mengungkap jaringan pelaku dan mengidentifikasi pelaku, sarana fasilitas teknologi digital forensik yang kurang mendukung, kurangnya pemahaman yang mendalam terkait penyidikan alat bukti elektronik. Penyidik berupaya untuk mengatasi dan meminimalisir tindak pidana jual beli narkotika menggunakan e-payment dengan melakukan kerja sama dengan bank-bank terkait, bekerja sama dengan lembaga atau pihak lain yang lebih ahli di bidang penyedia layanan internet, pembuatan MoU dengan pihak lembaga terkait.
B. [bookmark: _Toc181826077]Saran
Beberapa saran terkait permasalahan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:
1. Bagi pemerintah hendaknya segera merumuskan RUU KUHAP direncanakan pengaturan alat elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan pidana, serat penguatan regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana menggunakan transaksi elektronik harus diperkuat sesuai perkembangan teknologi, sehingga celah pelaku kejahatan dapat diminimalisir. Serta mengenai kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional untuk dapat memperoleh data digital sebagai bahan pembuktian tindak pidana secara mandiri agar dapat maksimal proses penyidikan.
2. Bagi aparat penegak hukum alangkah baiknya memaksimalkan potensi diri dengan mengasah kemampuan, keterampilan, pengetahuan bukti elektronik khususnya terkait e-payment agar nantinya perkara tindak pidana semacam ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat ke depannya seiring semakin canggihnya teknologi, serta memperkuat koordinasi antara lembaga Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, penyedia layanan internet, perbankan dan lembaga lain yang terkait agar nantinya dapat menyelaraskan prosedur dalam mencapai tujuan bersama.
3. Bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi ke arah yang positif, selalu waspada terhadap modus-modus baru perdagangan narkotika yang dilakukan secara online, berani melapor apabila terdapat aktivitas mencurigakan tindak pidana narkotika, serta mengampanyekan terkait edukasi bahaya narkotika melalui media sosial.
4. Bagi penelitian selanjutnya mengenai Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, masih belum sepenuhnya mencakup perkembangan transaksi e-payment, banyak celah yang memungkinkan pelaku memanfaatkan transaksi elektronik tanpa terdeteksi. Perlu dilakukannya penelitian hukum komparatif untuk merancang regulasi yang lebih modern.
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A. Lampiran Pedoman Pertanyaan Wawancara Penelitian
	Berikut lampiran pertanyaan yang diajukan kepada penyidik BNNP Jawa Tengah, sebagai berikut:
1. Sejarah dan profil BNNP Jawa Tengah?
2. Jumlah kasus narkotika yang ditangani BNNP Jawa Tengah pada tahun 2023?
3. Jumlah barang bukti narkotika yang digunakan oleh pelaku?
4. Bagaimana pelaku dalam melakukan kejahatan narkotika di Jawa Tengah?
5. Bagaimana penanganan tindak kejahatan narkotika di Jawa Tengah?
6. Jumlah kasus jual beli narkotika dengan menggunakan transaksi elektronik (e-payment)?
7. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana jual beli narkotika menggunakan transaksi elektronik (e-payment)?
8. Bagaimana perkembangan alat bukti elektronik dalam penanganan tindak pidana jual beli narkotika menggunakan e-payment di BNNP?
9. Apa saja kendala yang dihadapi pihak penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana jual beli narkotika menggunakan e-payment?
10. Macam-macam alat bukti e-payment dalam proses penyidikan tindak pidana jual beli narkotika?
11. Apa dampak dari penggunaan alat bukti e-payment dalam tindak pidana jual beli narkotika?
12. Bagaimana kekuatan/keabsahan alat bukti e-payment dalam tindak pidana jual beli narkotika?
13. Strategi penyidik BNNP untuk mengusut tuntas alat bukti elektronik dalam tindak pidana jual beli narkotika menggunakan e-payment?
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Walisongo semarang.

® Ketik pesan 0 @ o
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i(? JI. Prof. Dr. Prof Hamka (Kampus 11I) Ngaliyan Semarang. Telp.
(024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
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WALISONGO

PERSETUJUAN PEMBIMBNG

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami
menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama . Faishal Jauhari

NIM : 2002056117

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Penggunaan Alat Bukti E-Payment Dalam Tindak Pidana Jual Beli
Narkotika (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa
Tengah)

Layak untuk diujikan. Dengan ini kami mohon agar saudara tersebut dapat segera di-
munaqosah-kan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih

Wassalamu alaikum Wr. Wb.
Semarang,

Pembimbing | Pembimbing 1

. Eman Sulacman,

NIP: 196506051992031003 NIP: l98§]00220190310
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